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LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 46 TAHUN 2OO9

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 46 TAHUN 2OO9

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS)
RUTI,IAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI

KOTACIREBON SEBAGAIBADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA CIREBON,

F*/' ttt

c. dasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Cirebon tentang Pedoman Tata Kelola
(t'tospital by Laws) Rumah Sakit Umum
Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Sebagai
Badan Layanan Umum Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor43, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3687);
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'Mengingat

Menimbang a.

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah pada
Pemerintrah Kota Cirebon, telah dibentuk
Rumah Sakil Umum Daerah Kelas B
Pendidikan Kota Cirebon;

tahwa rumah sakit sebagai Organisasi
Perangkat Daerah yang menenapkan Pola
Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD) harus
dikelola dengan menggunakan prinsipprinsip
tata kelola yang baik (good clinical
govemance) sehingga peran, fungsi, lugas,
tanggung jawab dan kevrenangan antara
pemerintah daerah, direksi, badan-badan
k.r'.- ' '' ;nan 613'--L g iftl' :'art staf rnedis
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlidungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndcnesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zO0/.

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan . Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4

tenlang Pennbentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara' Republik
lndonesia Tahun 2Co4 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 44o0);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004
N..',' Tar-t l'-:-a r !-+rr har?n lleqare

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4,4.37)

sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan lGdua atas
Undangr-Undang Nomor 32 Tahun 20o4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan lcmbaran Negara
Repr.rblik lndonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4

tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemeril{ah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4438):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
. tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang .Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4502);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7

tentangPembagianUrusanPemerintahanAntara
pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan

PemerintahanDaerahlGbupaten/Kota(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor
gi: fanbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 47371;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7"

i"ntong Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negati Republik lndonesia Tahun 2oA7 Nomor

89,- Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a7411;

16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri SiPil;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

0S/PMKO2I2AOO tentang Kewenangall

Pengadaan Barang/Jhsa pada Badan tayanan
Umum;

ls.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor6l.Tahun
2OO7 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

TTilMENKES/ SKruU2002 tentang Pedoman

Peraturan lnternal Rumah Sakit (Hospital by

Laws);

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

70i/MENKES/lx/2ooo tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

pada lnstansi Pemerintah Pola Pengelolaan

Ke,.rangan S6rl*'r !ayanan lJrttrtr di !-ingkungan

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 12, Tarnbahan Lembaran Daerah

22. Peraturan Daerah Nornor 15 Tahun 20OB

tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi Pamong Pr:aja dan lGntor Pelayanan
Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirptron
Tahun 20Og Nornor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

23. Peraturan Walikota Nomor 55 Ta.hun 2008
tentang Organisasi dan Tata Keria Rumah
Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota
Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKITAN RAI(AT DAERAH KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTAT{G
PEDOMAN TATA KELOIA tiosPlrAL BY
TAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

GUNUNG JATI KOTA CIREBON SEBAGAI
BADAN IAYANAN UMUM DAERAH.

E

j

I
!



7

BAB I

_ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Komite Profesi adalah kelompok tenaga proefesi yang

keanggotaannya dipilih dari anggota staf profesi yang

bersangkutan.
Komite profesi terdiri dari Komite Medik' Komite

Keperawatan dan Komite Paramedis non Keperawatan'

Komite Medik adalah kelompok tenaga profesional yang

mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun

o.nian.n medik dan pelayanan hin dan membantu

o.a[."an".nnya, melaksanakan pembinaan etika profesi

anooota Staf Medik Fungsional, mengembangkan program

p.fl-V.n.n pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan

pengembangan.

Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat dan

bidan yang anggotanya terdiri dari para pe€'rvat dan bidan'

mempirnyii tugas membantu Direktur dalam menyusun

itand.r. 
- 
kepeiawatan dan pembinaan etika profesi

keperawatan.
Komite Paramedis non Keperawatan adalah sekelompok

o.i"ul y"ns anggotanya terdiri dari berbagai profesi

kesehatan selain profesi medis dan keperawatan'

Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disebut SMF

"o"t"n 
f.Orpof-Oot<ter Gng bekeda pada instalasi dalam

iabatan funqsional, memp=unyai tugas melaksanakan

ifirgn*i", &ngooatan, deniegahan .akibat penyakit

pefingkaian' oin pemulihan kesehatan, penyuluhan

["""hit n, pendidikan dan pelatihan, peneiitian dan

o"no".U"noin, serta dalam melaksanakan tugasnya Staf

fulo]k Fu-ngsional dikelompokan sesuai dengan

keahliannYa.

1. Kota adalah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon'

3. Walikota adalah Walikota Cirebon'

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Girebon'

5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kota Ciiebon'

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Gunung Jati Kota Cirebon'

7. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung 'iati Kcta Cirebon

V"rrg t"6"irt^V, disingkat RSUD adalah-Satuan Kerja

F"rierintan Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola

b"ngbol""n Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK.BLUD).

8. lnstalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional di

RSUD.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawa!

i'iAei Sip',t ean Non Fegawai Negeri Sipil vang diberi

irgii, "d*n"ng 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang

i6rdn"ng untrik melaksanakan kegiatan yang sesuai

O*g.n -profesinya dalam rangka kelancaran tugas

pemerintah daerah.

lC. Peraturan lntemal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah

p.do*"n dasar yang dipakai sebagai acuan untuk

ineren:anakan, mengembangkan dan menyelenggarakan

ptogt"rn kegiatan sesuai dengan visi dan misi RSUD'

11 . Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
-'!,r): l-,1." " ! I lf'! \';.''' ':-' -,' r^('l'r' 'L'-'

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18. Staf Keperawatan Fungsional yang selanjutnya disebut SKF
- adalah kelompok perawat yang bekerja pada instalasi

dalam jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan
asuhan keperawatan dari mulai pengkajian, merumuskan
diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi sampai
dengan evaluasi, pencegahan akibat penyakit, peningkatan
dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan,
pendidikan dan pelatihan. penelitian dan pengembangan
serta dalam melaksanakan tugasnya staf keperawatan
fungsi<rnal dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.

19. Staf Paramedis non Keperawatan Fungsionai adalah
petugas fungsional yang bertugas di lnstalasi non
Keperawatan.

20" Tenaga Non-Medis adalah tenaga yang bertugas di
lnstalasi yan$ tidak berkaitan langsung dengan pelayanan
terhadap pasien, yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala lnstalasi.

21. Satuan Pengawas lntern yang selanjutnya disebut SPI
adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan
peng€Masan terhadap. pengelolaan sumber daya RSUD
yang ditetaPkan oleh Direktur.

2, Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, s/ewenang dan hak seseomng yang
mendapat legalitas dari Pemerintah Daerah dalam suatu
satuan 

.organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
diJasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

23, Sistem pelayanan Kesehatan adalah bagian dari sistem
kesehatan adalah upaya peningkatan derajat kesehatan,
yang terdiri dari upaya pelayanan kesehatan perorangan
dalam beberapa literatur disebut Medical Care dan upaya
pelayanan kesehatan ma6yarakat yang dituangkan dalam
dokumen Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

10I
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24. Upaya pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit
adalah pelayanan profesi oleh tenaga profesional
kesehatan, terdiri dad pelayanan kedokteran, pelayanan
dan asuhan kepera'watan, pelayanan penunjang medik dan
pelayanan rujukan yang mengacu pada paradigma sehat.

25. Pelayanan kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang di
lakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam
melaksananakan upaya kesehatan.

26. Pelayanan penunjang medik adalah bagian dari pelayanan
kesehatan perorangan di rumah saki( terdiri dari pelayanan
gizi, pelayanan laboratorium, dan pelayanan non medik
pendukung pelayanan kedokteran dan pehyanan
keperawatan.

27. Paradigrna sehat adalah dalam upaya pelayanan kesehata.n
perorangan di rumah sakit adalah cara pandang bahwa
upaya preventif dan promotif pada masyarakat pengguna
rurnah sakit merupakan unsur sangat penting dalam
menunjang efektifitas pada anggota masyarakat pengguna
rumah sakit yang mendedta sakit.

28. Kegiatan pelayanan kesehatan perorar€an di rumah sakit
adalah terdiri dari kegiatran penyelengrgaraan pelayanan
Frofesi dan kegiatan peny-elenggaraan administnasi
pelayanan profesi.

29. Penyelenggaraan pelayanan profesi adalah kegiatan
perencanaan, implementasi dan evaluasi pelayanan yang
didasari kaidah dan etika protusi.

30. Penyelenggaraan administrasi pelayanan profesi adalah
kegiatan perenc.lnaan, implementasi dan evaluasi
administrasi pelayanan yang didasari oleh kaidah dan etika

' manaiemen, yang mendukung terselenggaranya pelayanan
profesi berbasis evidane based.
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Penyelenggara pelayanan profesi yang disebut tenaga/staf
runglionat idalah tenaga profesional yang menekuni salah

satl jenis profesi secar€l pum? waktu, yang

manvelenqqarakan oelayanan grofesi dengan atau tanpa

*""i"f*ggi.kan'pendidikan/penelitian terkait, dalam
jabatan fungsional.
Penyelenggara administrasi pelayanan profesi yang lerdiri
Oari' teri"-galtt t struktural dan tenaga pelaksana

iJrnini"t 
""i, 

adalah stal siruktural dan tenaga pelaksana

V"ng r"nyil"nggarakan administrasi pelayanan profesi

iJ6on aiau anpa menyelenggarakan administrasi

oenEiOikarVoenetitian terkait. staf struktural

irelryetengdarakan kegiatan tersebut dalam iabatan
Jrutiulla Gsuai dengan hirarki struktural organisasi RSUD

yang ditetaPkan oleh Direkilur.

Tenaga/staf fungsional teknis bukan dokter adalah

tefom-ook profesi bukan dokter yang menyelenggarakan
il.vinan'protesinya dalam jabatan fungsional di lnstalasi

bi [ngfungln RSUD yaitu tenaga keperawatan, tenaga

i.r..il.Sin, tenaga kesehatan masyarakat, ten-aga gizi,

ienaga keterapiian fisik dan tenaga keteknisan medik'

Tenaga fungsional umurn non struktural adalah tenaga
proteilmal &lam pelayanan atau administrasi pelayanan

;il berperan 
-seuasai 

penyelenggara manajemen di

institasi din di struktural fi.tngsional lain di lingkungan

RSUD.
Keadaan darurat dalam pelayanan profesi di rumah sakit

aJatatr feaOaan pasien yang bila tidak diatasi segera akan

menvebabkan kematian, kesakitan dan atau kecacatan
p"!i6n atau menyebabkao terganggunya pelayanan

terhadap pasien.
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36. Kegiatan pelayanan profesi di rumah sakit adalah kegiatan
(upaya) pengobatan atau penyembuhan penyakit (kuratif),
pemulihan kesehatan (rehabilitatif), pencegahan penyakit
dan kecacatan (preventif) dan promosi kesehatan
(promotif).

g7. Kegiatan penelitian dalam pelayanan profesi adalah
kegiatan meneliti untuk peningkatan dan pengembangan
pelayanan probsi yang baik.

38. Upaya penyembuhary'pengobatan dan pemulihan adalah
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh berbagai
disiplin staf fungsional dalam suatu tim, <timana s{af medik
fungsional berperan sebagai.koordinator dan penar€gung
iawab tim (captain of the shiP).

39. lnstalasi adalah fasilitas atau sa.Elna tempat
penyelenggaraan kegiatan pelayanan profesi dan
pelayanan penunjangr;ya, kegiatan penelitian dan
pengembangan, kegiatan pelatihan serta kegiatan
pemeliharaan sarana rumah sakit, lnstalasi tempat
penyelenggaraan upaya promotil preventif, kuralif, dan
rehabilitatif terdiri dari Satuan-satuan Pelaksana lnstalasi
Fungsional (SPIF).

40. Satuan Pelaksana lnstalasi Fungsiorial (SPIF) adalah satu
kesatuan (unit) . yang terdiri dari tim penyelenggara
pelayanan profesi dan sebagian sarana dari satu lnstalasi
tempat terselenggaranya pelayanan profed oleh Tim
tersebut secara terpadu dengan Tim penyelenggaran
pelayanan profesi terdiri dari SMF dan staf fungskrnal
(teknis dan umtlm) yang lerkait.

41. Tatakelola korporasi yang' baik (Gaod @m,o,,a,te

Govemane) adalah serangkaian kegftrtan dengan
menerapkan kaidah pnaktek bisnis sehat yang dikelola
secara profesiona! tanpa mencari keuntungan yang

sebesar-besamya. agar tetap dapat menutupi biaya
operasicnat dan investasi iangka oendek
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42. Tatakelola klinik yang baik (Good Clinical Govemance)

- adalah serangkaian kegiatan untuk meminimalisasi resiko
klinis yang mungkin akan membahayakan pasien dan
pengunjung yang dilakukan secara sistematis.

43. lntegated Clinical Pathways adalah suatu metoda
penatalaksanaan pasien berdasarkan Standar Operailng
i'rcedur berupa tangkah-langkah klinis yang terintegrasi-

44. Evidarce Based Medicine adalah suatu metoda
penatalaksanaan medis berbasis data, yailu berupa revievtt

tama ernpirik yang dapet dijadikan acuan
penatalaksanaan rnedis terkini.

45. Tenaga Medis Paruh waKu adalah tenaga medis yang tidali
memi-liki jam kerja secara penuh teta6ri memiliki katajiban
untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan
Direktur dan mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan Kola

Cirebon.

13

BAB tI
' TATA KELOLA KORPOKASI

Bagian lGsatu
Jati Diri Rumah Sakit

14

Bagian Kedua
Msi, Misi, Moto, Kebijakan Mutu, dan Budaya Kerja

Pasal 3

Msi RSUD adalah :

'Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati lbta
Cirebon Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan
Pendidikan Kesehatan se.\Mlayah Cirebon pada Tahun 2015'.

Pasal 4

Misi RSUD adalah :

1. meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
2-. meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan

sumber daya rumah sakit baik medis, paramedis maupun
non medis;

3. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
rumah sakit; dan

4. meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai sar€tna
pendidikan.

Pasal 5

Moto RSUD adalah Cepat, Ramah, dan llmiah (CERA).

Pasal 6

Kebijakan Mutu RSUD adalah:

Memberikan pelayanan dengan khlas dan proEsional sesuai
dengan standar pelayanan.

(2t Logo RSUD adalah togo yang ditetapkan berdasarkan

Keirutusan l{ralikota sestrai dengan p,eratt t'aa perundang-

I

I

I

I

I
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Pasal 2

(1) RSUD adalah Satuan Keria Perangkat (SKPD)

pada Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan

b.nxniotat"n bidang pelayangl .kesehatan mulai

beroperasi mulai tahun 't921 bedokasi di Jalan Kesambi

Nomor 56 Kota Cirebon.



Untuk rneningkatkan kinerja penyelenggaraan pelafanan kepada

masyarakat, budaya kerja RSUD yaitu Bekerja sesuai dengan

ilmu dan kompetensinya dengan rincian sebagai berikut :

15

Pasal 7

a. Ramah i 
.

1. baik dalam berperilaku;

2. sopan dan jujur dalam bertutur kata dan bahasa;

3. santun dalam bergaul; dan

4. berempati tefiadap sesama.

b. Disiplin:
'1. mentaati semua peraturan yang berlaku dalam lingkungan

keria;
2. selalu tepat waktu dalam bekerja;

3. bekerja sesuai dengan tugas pokck dan fungsinya; dan

4. disiplin dalam bekerja.

c. Komitmen: "
1. menjunjung tinggi semangat dalarn bekerja;

2. rasa senasib dan sepenanggungan, seiya dan sekata; dan

3, senantiasa menjalankan kesepakatafl bers€lma'

d. Sabar:

1. tenang dalam bertindak;

2. tidak mudah terpancing emosi;

3. tidak mudah putus asa dalam benrsaha; dan

4. tidak tergesa€esa dalam mengambil keputusan'

e. Rapi :

1. teratur dalam menyusun sesuatu; dan
- ;,1 (kt!a- '|I.-4i-^'-r

't6

f. Adit :

1. tidak berat sebelah;

2, tidak memihak pada salah satu kepentingan; dan
3. mengambil keputusan sesuai dengan hak dan

kevrenangannya.

g. Cekatan:

1. bijak dalam bertindak;
2. bekerla dengan cepat dan rapi; dan
3. tepat dan akurat.

h. Responsif :

1- cepat dalam bertindak;
2. tanggap dan sigap; dan
3. tidak menanti/menunda pekerjaan.

i. Transparan :

1. menerapkan sistem keterbukaan dengan sesama rekan
keria; dan

2. tidak menyembunyikan sesuatu baik informasi maupun
pengetahuan,

j. lnformatif :

1. selalu memberikan keterangan yang baik dan benar
kepada pasien ataupun rekan kerja; dan

2. memberikan penjelasan dengan lengkap, terang dan
mudah dipahami.
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Bagian Ketiga

Kedudukan Rumah Sakit

Pasal 9

RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) merupakan
Satuan Kerja Perangkal Daerah -(SKPD) di lingkungan
Pemerintah kota yang menerapkan PPK-BLUD'dan seb'agai -

rumah sakit rujukan untuk wilayaf Cirebon dan sekitamya
berkedudukan langsung di bawah Walikota yang secara
operasional sehari-hari dikoordinasikan oleh $ekretaris
Daerah.

RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKFD) yang
melakukan transfonnasi pola pengelolaannya dengan prinsip
Quasi Public Good dengan menggunakan pola pengelotaan
PPK.BLUD.

t-lntuk mencapai visi 2015, upaya tugas pokok dan fungsi yang

Jii"[.rn"rrn' merupakan tahapan misi RSUD dengan

berpedoman pada azas'azas sebagai berikut:

a. penyelenggaraan iasa layanan klinikal yang baik (gad clinical

ca,e govemance), meliPuti :

i.'b-A arwnte Govemane adalah serangkaian kegiatran

dengan menerapkan kaidah praktek bisnis sehat yang

dikeloh secara profesional tanpa mencari keuntungan

Vang sebesar-be6amya agar tetap dapat.menutupti biaya

@sional dan investasijangka pendek; dan

2 Gd Clinical Govemance, adalah serangkaian kegiatan- 
uotut 

- 
meminimalisasi risiko klinis yang mungkin akan

membahavakan pasien dan pengunjung yang dilakukan

secdJ sisiematis melalui pendekatan lntegratd Clhical
Pathaways berbasis Evklance Based Medicine, azas yang

".n*ti"i" 
diambil dalam melengkapi setiap upaya dan

tinarf,"n layanan kesehatan perorangan dan komunitras

Ggi setiap iengambilan keputusan manajemen Uinis'

b. menyelenggarakan Pe!aVag1.- prim? . dan kegiatan-' 
""ndUuili"t"tih"n 

di RSUD untuk meningkatkan

lron""iorrafiim", yang bertuiuan roenjadi rumalt sakit terdepan

ian terpercaya dalam pelayanan; dan

c. meningkaikan kerjasama strategis yang saling

menguntungkan (strategic alliance) dengan perorangan,

iniii,iusi atiupun 
-badan 

usaha yang berkaitan dengan

i"".tt"t n din kedokteran. pendidikan dan penelitian

i"renatan dan kedokteran lembaga pendidikan/univeoitas,

dan dengan mengaspirasikan pengejawantahan paradigma

i"t"t froa peiayanan rumah sakit, serta dengan

mempromosikan pola Jamkesmas pada sistem pembiayaan

rumah s.akit.

(1) RSUD merupakan unsur pendukung otonomi daerah di
bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seonang
DireKur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2',)

(3)

(4) Segmentasi dan positkrning pasar RSUD sampai saat ini
hyanan bertumpu pada segmen masyar-akat menergah ke
Ud.rvan Uaif rnehlui prqgram Jamkesmas atau layanan out
of pocket tain namun sudah mulai mengarah pada segmen
masyarakat yang berada pada perbatasan menengah ke
atas.

Pasal 8
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Bagian KeemPat

Tujuan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 1O

(3)

20

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) RSUD berPedoman Pada :

a. tem Kesehatan Nasional dan Sistem Kesehatan

kaidah dan etika ilmu Pengetahuan;

Bagian Kelima

Strategi dan Kebuakan Strategi

Pasal 11

(1) Strategi pencapaian tujuan RSUD adalah :

(1)

(2)

Tuiuan RSUD adalah membantu pemerintah daerah dalam

;-fiird6 deraiat kesehatan yang optirnal melalui upaya

il;hJti; yang driangkau masvarakat,. bermutu' efektif dan

;;;;G; senanlia"a bemrientasi pada keselamatan

pas'ren (Pafienf sabtY) -

Tuiuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah upaya

manaiemen RSUo seUagai salah satu rumah saK[ yang :

a. mampu meningkatkan deralal ke*hatal- nlasyarakat* 
;i;ff penyetEnggaraan upaya pelayanan kesehatan

Jo""no'"n iurpi v"ng bermutu dan terjangkau serta

dti.:l 'run6r.in - dapat menumbuhkan iklim

G&itg"n setrit dan kemitraan dengan upaya

kesehatan masyarakat (UKMI 9"n dapat

li#"nssrnsiatlvabkan secara ilmiah pada .masyarakat
;;;ffbrilhkan, serta merupakan aanan/, rujukan dari

;;-y;;;;- ktsehitan se wilavah cirebon dan

sekitamya;

b. mampu menjadi rumah sakit yang menjadi.pilihan utama-' 
rnasylratat dan mampu memberikan pelayanan yang

memuaskan Pelanggan;
c. unit potensial dikelcla sebagrai sislem bisnis;

d. net ptofit meningkat dari unil-unit penghasil potensial;

e. pengembangan investasi iangka pendek yang makin

bervariasi; dan
penghargaan Profesi Yang
i:eninqldtan kinerja, Prestasi'
s"suai dengan karakter keahlian'

c. harapan dan kebutuhan masyarakat yang selaras dan
seim'bang dengan kemampuan mayarakat; dan

d. harapan dan kebutuhan pegawai RSUD yang selaras
dan seimbang dengan hanapan dan kebutuhan
masyarakat.

t diberikan berbasis
dedikasi dan loYalitas

a. diver:sifikasi pelayanan , dengan menyelenggarakan
pelayanan kesehatan konvensiorial dan non

konnersional menuju pelayanan sub spesialbtik- dan
evidence based yang dilengkapi oleh sumber dala
manusia yang profesional dan tedatih serta kdenglopan
sanana $nunjang untuk semua SMF yarg diptbitaskan
sesuai dengan kebutuhan pasar dan gala hidup yang

GrterUang di masyarakat' seperti Pehyanan Trrauma

Centre, Peliyanan tiaemodialisa dan Pelayamn Obdeta
N eon at al E m e ry e n gt Ko m pehenaif (Ponek);

b. ekslensifikasi pelayanan klinik berbasis kebutuhan yang

in elaslrsilas di masyarakat, seperti pelayanan

kardiovaskuler terpadu, Pelayanan Gawat Darurat

Terpadu, Sentral Diagnostik, dan lain-lain;
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t. peningkatan kenyamanan, keamanan dan kesembuhan;
dan

u. meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kebijakan umum dalam rangka kebijaksanaan strategis
untuk penyelenggaraan RSUD adalah :

a. penambahan lenaga profesi yang segera meningketkan
cakupan dan kineria unitpenghasil tertentu;

b. penahbahan modal trsaha (investasi) dari sumber-
sumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota;

c. penambahan beJanja modal . melengkapi sarana/
prasaena mendukung Standar Pelayanan Minimal;

d. nergadakan tenaga konsuttan;

e. Keda Sama Operasionat (KSO) dengan pihak ketiga;

f. memberikan jaminan kepuasan pelanggan;

g. metengkapi sarana dan pnasarana;

h. mernberikan ketetapan dan kecepatan pelayanan
(JlT=Jusl ln Time)i

i. intensffikasi Penagihan Piutang;
j. pengembangan sistem remuneiasi;
k. eGktifitas pemecahan masalah;

l. One slop servdce;

m. peningkatan sikap dan perilaku SDM yang berorientrasi

kecerdasan emosi, sp{rituai dan orientasi pelanggan:

n. peningkatan pelayanan dan kelerrgkapan sarana/

'
prasarana:

o. pertambahan segmen Pasan
p. memberikan keamanan dan kenyamanan pelanggan;

c. verilikasi integrasi layanan kesehatan . 
modern dan-' 

traoiiionat yatig rasional guna mencegah pengobatan

aftematit ying -berlebihan dan penggunaan akupuntur

untuk therapi dan tindakan;

d. pengembangan produk berbasis Evidene Based;

e- penoembangan Sistem lnformasi Manajernen Rumah

batit atau SIMRS (e4osPitaD;

f. integrasi proses layanan pelanggan dengan kegiatan

one doP seruie;
g. peningkatan pengawasan dengan memberdayakan SPI;

h. Deninqkatan pengav'/asan . mutu berkesinambungan" ;;;;" memderuivatan SPMRS dan meningkatkan

*"Gtt."."-p.mbihasan dan evaluasi berkala pada

tasus-kasus tertentu dan kategori karantina;

i, inventarisasi pihak ketiga dengan - Keria Sama'' 
tjp.t 

"ion"l, 
peralatan medis serta penunjang medis;

i oeninokatan ebktifitas triaya dan efisiensi biaya
'' [o"ra!ion"l secara berkala dengan menghitung cosf

recovery untuk masing-masing sanana/prasarana;

k. pengembangan investasi terencana;

l. perptapa; oosfri?g dan prfuingbrdasarkan unit cost

m. mempertahankan- liquiditas kas dan kinerja pengelolaan

piutang:

n. penirgkatan koordinasi dengan dinas terkait

o. mengembangkan firedt slzstem dalam' penetapan

remunerasi;
p. meningkatkan kineria organisasi;

q. peningkatan knowledge based management,

r. rekruitmen dan penempatan SDM sesuai kompetensi

s. ketengka5ian: sarana dan prasa:"ana:

(2)

I

I
I

I
I

:
j

i

i

I
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q. mengembangkan peningkatan mutu di seluruh lini

pelayanan;

r. akses kemudahan dalam komunikaii dan informasi,

s. diversffikasi pelayanan bisnis baru;

t. pada tarif berbasis unif cosf tiap unit pelayanan;

u. peningkatan kePuasan karyawan;

v. efisiensi biaYa oPerasional;

w. komitmen memberikan pelayanan yang baik;

x. meningkatkan disiplin pegawai; dan

y. .pemerataan ilmu Pengetahuan.

Bagian Keenam

Kedudukan Pemerintah Kota

Pasal 13

Kota dalam melaksanakan tanggungjawabnya

f. memberikan penghargaan kepada pegawai atas prestasi kerja
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kota bertanggung jawab kepada masya.akat
melalui Dewan Penrakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas
kemanfaatan, kelangsungan hidup. kdancaran dan
perkembangan rumah sakil

(2) Pemerintah Kota bertanggung jawab menutup defsit yang
dialami rumah sakit

(3) Pemerintah Kota bertanggung gugat atas tedadinya
kerugian pihak hin (ten-nasuk pasien) akibat kdalaian atau
kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit

Pasal 12

Pemerintatr tGta bertanggungjawab atas kelangsungan hidup'

kemaiuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang

dihariptan dan diinginkan oleh masyar:akat'

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

. .-, Paragraf 1

Kedudukan, Pembentukan, dan Pembiayaan

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan
BLUD dapat dibentuk Donan Pengavas.

Pasal 16

Derran Pengarrnas dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Walikota atas usulan dari Direldur.

Pemerintah
beruenang

a. menetapkan peraturan inlemal dasar (Cotporcte by Law dan

Meaicai $af by Law) rumah sakit serta perubahannya;

b. membentuk dan menetapkan Direktur dan Dewan Pengawas;

c. memberhentikan Direktur dan Dewan Pengawas karena suatu

hal yang membolehkan mereka diberhentikan sebelum masa
jabatannYa berakhit;

d. menyetujui dan mensahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA):

e. membatatkan peratu!'an atau keputusan yang diletapkan oleh
..,:r,. | .-,! ! .' !t 1l-

Pasal 17

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan
waktunva dengan oengangkatan peiabat oengelola rumah sakit.



25

Pasal 18

Dewan Pengawas terdiri atas 5 (lima) orang anggota,
I 'susunannYa sebagai berikut:

'r. seorang Ketua, merangkaP anggota;

"',b. seotEng Sekretaris, merangkap anggota; dan

c. 3 (tlga) olang anggota-

Pasal 19

'Anggot? Dewan Pengawas tefdiri dari unsur-unsur yang berasal

dari:'a. peiabat $KpO fsrt$ U.tkPitry dengan kegiat?n BLUD;

b. i=i.O.t di fingiungan orlanisasi pengelola kegangan daerah

. itiu pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota; dan

c.' tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD'

Pasal 20

l(iteria yangdapat diusulkan menjadi anggota Deuran Pengapras

adalah: -

a. memiliki dedikasi dan rnemahami masalah-masalah )rang
berkaitan.. dengan kegiatan' rumah sakit, sertra dapat
rnenyediakan waktu yang cr.rkup untuk melaksanakan
tugasnya;

O. mimpJ mehksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah

dinyatakan pailit atau tidak pemah menjadi anggota direksi

atau ko*isaris, atau dennan penga\,l/as yang dinyatakan
bersalah sehingga men-vebabkan suatu badan usaha pailit

atiau orang yang tidak pemah melakukan tindak pidana yang

merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan,
sumber daya manusia dan mempunyai kornitmen terhadap
r€ r i-irl; ;t;r kr-ral!+-' -alatrAn.Jn 1 1 

rL !:!'
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Pasal2l

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tug'as Deuran
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, termasuk honor
anggota dan sekretaris dibebankan kepada rumah sakit dan
dimuat dalam RBA

Paragmf 2
Tugas dan Keuajiban Dewan Pengawas

Pasl ?2

Derran Pengawas bertugas' inelakukan pengawasan tertradap
pengelolaan BL|..!D yang dilakukan oleh peiabat pengelola sesuai
dengan ketentuan peraturan perunda ngr-undangan.

Pasal 23

Dewan Pengawas Serkewajiban :

a. menitierikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai
RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola; 

-
b. mengikuti perkembangan kegiatan ruinah saki! memberikan

pgndapat dan saran kepada Walkota mengenai setiap
masalah yang dianggap pentlng bagi pengelolaan rumah
sakit:

c. melaporkan kepada Walikota tentang kineria rumah sakit
d. memberikan nasefiat kepada peiabat pengelola dalam

: melaksanakan pengelolaan BLUD;

e.' melakukan evaluasi dan penilaian kineria, baik keuangan
maupun non-keuangan, serta memberikan saran dan catatan-
catatan penting untuk ditindaklaniuti oleh pejabat pergelola
BLUD;

f. , memonitor tindak-lanjut hasil evaluasi dan penilaian kineria;
'; 

I

yang

:,]
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Pasal2T

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis
masa jabatannYa karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak nrelaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit; dan

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak
pidana danlalau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya
melaksanakan pengawasan atas rumah sakit-

h. memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka

ganjang rumah sakit;

i. .mengawasi program-program rumah sakit; dan

i. berperan sebagai penengah apabila teriadi korrflik antara staf
' Giftan si"r uinnya (atas permintaan eksekut$ atau konflik

antara staf dengan Pemerintah'

Pafxl.24

De\iran Pengawas melaporkan pelaksanaan, tugasnya

Jugd*.* i'imaksud dalam Pasal 23, kepada Walikota secara

b"tt*i;p"lid t"dikit I (satu) kali dalam satu t'ahun dan se\^raktu-

uraldu aPaHh diPorlukan.

Paragraf 3

Masa Jabatan Deuan Pengawas

Pasal 25

'Masa iabatan anggota Denrran PengEwas adalah selama 5 (lima)

tit r" t"" O"pat-d'iangkat kembali untuk salu kali masa jabatan

O.riirtny. seian;ang masih mdmbnuhi kriteria yang ditentukan'

Paragraf4

Pemberhentian Anggota Delvan Pengawas

Pasal 26

(1) Anggota Danran Pengawas berhenti secara otomatis karena

habis masa iabatannYa-

(2) Pembefientian anggota Derl-a1 fengryas sebagaimana'- dimatsud paoa aiit (1) dilakukan dengan Keputusan

Walikota.

Dalam hal angigota yang bersangkutan ber?.eberatan dengan
keputusan pemberhentian sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) maka kepada yang bersangkutan dibed kesempatan
niengajukan keberatan disertai alasannyrra dalam waktu 60
(enam puluh) hari sejak diterimanya keputusqn dan kepada

iemUuit keputusan diberi waktu 15 (lima belas) hari sejak
Uiterimanya keberatan untuk rnenanggapl dao. memberikan
kepulusannya.

Dalam hal tenggang waktu yang diberikan tiJak
dimanfaalkan oleh anggota maka keputusan bertaku tetap
dan dalam hal tenggang waktu tidak dimanfaatkan oleh
pembuat keputusan maka keputusan yang telah dkeluaftan
nrcnjadi batal.

(2)

(3)

1I!
t
I
t

l

t-I

Pasal 28

(1) Pernberhentian sebagaimana dimaksud" dalam Pasal 27
dilakukan dengan Keputusan Walikota-
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Paragraf 5

Rapat-RaPat dan PelaPoran

Pasal 29

Rapat Detvan Pengawas terdiri dari rapat berkala, rapat khusus

dan rapat tahunan-

Pasal 3O

30

Pasal 32

(1) Rapat khusus diadakan atas permintaan oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau karena adanya
keadaan tertentu yang sangat urgen untuk segera
diselesaikan.

(2) Undangan rapat khusus,harus disampaikan kepada seluruh
anggota 24 (dua puluh ernpat) iam sebelum tanggal
diliksanakan dengan mencanfumkan alasan dan tujuannya
secarEl spesifik.

(3) Rapat khusus ' atas permintaan anggota hrry:
diselenggarakan paling lambat 7 (tuiuh) hari seiak
diterimanya surat Permintaan.

Pasat 33

(1) Rapat tahunan diselenggarakan sekali dalam setahun untuk
mendengar dan mernbahas laporan Direktur sebagai
penanggung jaurab teknis openasirnal tentang kondisi rumah
iafit (termasuk laporan keuangan) serta untuk menpsun
laporan tahunan Dewan Penga'nas kepada Walikota.

(2) Undangan rapat tahunan Deuran Pergawas harus

ciisampait<an kepada seluruh anggota paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum rapatdiadakan-

Pasal 34

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan Dewan Pengavrras wajib

dihad,iri ol-efr segenap anggota Direksi serta pihakpihak lain yang

ditentukan oleh Dewan Pengartras.

(1) Raoat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila
\ '' 

v"ig itir mencapli qorum, yaitu 3 (tiga) orang anggpta'.

(2\ Dalam hal qoruT .tiO?ti tercapa! .rna$ . rapat 
. 
cliundur\-' 

setenganiam bari iadural yang ditentukan dalam undangan'

(3)Dalamhalqorumtetaptida!tercapai.mak.arapatdiundur\-' 
pada hari, jam, tempat dan agenda Y?ng sama pacla

iringgu U.rif,itn,i talRa surat undangan dengan tidak lag!

,",iiut*a!kan Jumhh anggota yang hadir'

(4) Untuk 'kepentingan pengarnhilan keputusal -yang akurat
\ '' ;"p"t oihaJa*In iLa[-pltrrx yang terkait, termasuk

menOatangkan ahli bilamana diperlukan'

Pasal 31

(1) Rapat berkala dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali

dalam setahun-

(2|Urrdarpanrapatberkalaharusdisampaikankepadaselqru!\-' 
"Go6 

oeniran pengawas paling lambat 2 (dua) hari

seGlum tanggat dilaksanakan'

(3) setiap undangan gqat harus dilampiri risalah singkat dari\-' 
hasil'rapat Va;g diadakan.sebelumnya, kecuali untuk rapat

yang cliadakan Pertama kali'

Pasal 35

Rapat levt:t' Det?a'*?s fli1irrpi1 cler V-etvt llevran
j

.i

i

!,!\



(2)

a. Pemimpin;
b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

Dalam hal Ketua berhalangan hadir maka rapat diadakan

apabila telah mencapai qorum dengan memilih salah

seorang anggota untuk memimpin rapat.

31

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Rumah Sakit

Paragraf 1

Organisasi

Pasal 36

Paragnaf 2

Komposisi Pengelola Rumah Sakit

.,.,

Pasal 38

Pemimpin rumah sakit adalah Direktur, yang bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekrelaris Daer:ah terhadap operasional
dan keuangan rumah sakit secam umum dan keseluruhan.

Pasal 39

Pejabat keuangan rumah sakit adalah Wakil Direktur Umum dan
' Keuangan yang bertanggurg jawab kepada Direktur menyangkut.

pengelolaan keuangan rumah sakit

Pasal 40

Pejabat teknis iumah sakit adatah Wakil Drektur Pelayanan
Medis dan Kepenawatan serta Wakil Direktur Penunjang Medb
dan Pendidikan yang bertanggung jawab kepada Dirckfur atas
semua kegiatan pelayanan kesehatan, melaflJti mutu.
standarisasi, administrasi, peningkatan kualilas sumber daya
manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Untuk menjalankao praktek bisnis rumah sakit yang sehat
transparan dan akuntabel dipandang perlu dilengkapi dengan

perangkat sebagai berikut :

a. Orginisasi RSUD dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota
tlo-mor SS Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja

RSUD Gunung'Jati Kota Cirebon; dan

b. Deuran Pengawas dipilih bedii3arkan keurenangan yang

diusulkan oleh Direktur kepada Walikota untuk ditetapkan' Pasal 41

(1) . Kornposisi pejabat pengelola rumah sakit dapat dilakukan' perubahan, baik jumhh maupun jenisnya. s€telah melalui
analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

Pasal 37

Peiabat oenqelola rumah sakit adalah pemimpin rumah sakit

Vaig uertanri'gung jar,nab terhadap kinerja operasional rumah

iaril seuagaiBadin'Layanan Umum yang terdiri atas :

(21 Perubahan komposisi peiabat pengelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.



Pejabat pengelola rumah sakit diangkat dan dibbrhentikan oleh
Walikota dengan Keputusan Walikota.

(1)

Pasal 44

Masa jabatan sebagai pelabat pengelola rumah sakit adalah
5 (lima) trahun atau sesuai dengan kebutuhan dan dapat
diangkat kembali untuk i (satu) kali masa jabatan berikutnya
sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan
yang ditentukan.

Pejabat pengebla rumah sakit dapat diberhentikan sebeluni
masa jabatannya berakhir karena :

a .la ni"nca! dt rn!a'

J4

c. terlihat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
d. dipidana penjara karena dipersAlahkdn melakukan tindak

pirJana dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan
tugasnya; dan

e. tidak dapat menunjukan progress kinerja yang baik
dalam kurun dua tahun berturut-turut. :

Panagraf4
Persyanatan Peiabat Pengelola

Pasal 45

Orang perorangan yang dapat diangkat rnenjdi pepbat
pengelola rumah sakit harus memenuhi kompetensi jabatan
sebagai berikut:

a. sehat iasmani dan roharii;
b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, keperimpinan dan

pengalaman di bidang perurnahsakitan;

c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi unfuk mengelola dan
merlgembangkan rumah sakiq

d. mampu melaksanakan perbubtan'triikum dah tidak pemah
menjadi,pedmpin perusahaan yang dinyatakan parft

e. berstatus Pegaurai Neged Sipil yang bersedia bekerF dengpn
sungguh-sungguh unfuk mengembangkan rurmh sakit

f. lulus fit and paper tesf,
g. bersedia mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan guna

menunjang pencapaian visi dan misi rumah sakit dan

h. bersedia menandatangani kontrak kerja.

.2 ''

Paragraf 3
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Kebutuhan praktek br'snis yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara
kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan
kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 43

(3)

t

(2')

Pasal 42

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat
: ' perpelola rumah sakit diletapkan berdasarkan kompetensi

dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat

(21 Konpetensi sebagaimana dimaksud pada ayal (O
menipakan kernampuan dan keahlian yang dimiliki obh
pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, kelrampilan'
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas jabatannYa.
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Paragraf 5

Tugas dan Kewajiban Direktur

Pasal 46

Direktur rumah sakit mempunyai tugas dan kewajiban sebagai
berikut:

a. mernpimpin, mengarahkan, membina, menganrasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelengaraan kegiatan
rumah sakit sesuai.visi, misi dan tuiuan orgnnisasi dengan
senantiasa berusaha . meningkatkan daya guna dan hasil

b. rnenyusun rencana stlategis bisnis rumah sakit,

c. menyiapkan RBA Tahunan;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan peiabat
teknis sesuai ketentuan;

e. menetapkan peiabat yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan serta pejabat lain sesuai kebutuhan
rUrish sakit;

t. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kineria
operasional serta kineria keuangan nrmah sakit;'

g, rnemelihara, rnengelola dan meningkatkan sumber daya
nrnah sakit;

h. mewakili rumah sakit didalam dan di luar pengadilan:

a. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana
yaqg telah digariskan;

1j. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit:

k. rnenyiapkan nencana jangka panjang dan rencana keria cian

anggaran rumah skit;
mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi
rumah sakit sesuai kelazimen iang yang berlaku;
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m. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan rumah
sakit guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan intemal dasar maupun peraturan perundang-
undangan;

n. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan
kenrajiban pega\r\rEti rumah sakit sesuai ketentuan perundang-
undangan;

o. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
p. mendatangkan ahii, konsuJtan atau !em@a independen

apabila diperlukan; dan
q. meminta pertangrgungiawaban pelaksanaan tugas dari semua

peiabat rumah sakit

Paragraf 6
Tanggung-jawab Pejabat Pengelola

Pasal 47

Direktur bertanggungja.rab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. ketepatan kebijaksanaan berbasis visidan misi rumah saklt
b- kelancaran, efekffias dan efisiensi seluruh kegiatan rumah

sakit dan
c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengaurasan dan

pelaksanaan seda laporan kegiatannya.

Pasa! 48
:

Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur rnengenai
hal-hal :

a. kebenaran pelaksanaan kebijakan keuangan dan akuntansi;
b. kebenaran renc€lna keria bidang keuangan rumah sakit
. l.;l_:-t-{ll.t- ,l:- ?e:r.t*.7.an f-rf gC'r..- veri hiJar: kSt;.fgaf

t.



37

d. kelancaran efektifitas dan efisiensi pelayanan keuangan; dan

e. ketepatan laporan kegiatan keuangan- '

Pasal 49

Pejabat Teknis bertanggung iawab kepada Direktur menyangkut
haljral :

a. kebenaran rancangan kebijaksanaan pelayanan medis,
keperarnratan, penunjang medis dan pendidikan;

b. keletapan program dan kegiatan pelayanan medis,
keperauratan, penunjang medis dan pendidikan;

c. ketetapan lata ara keda pelayairan medis, keperawatan,
penunjang medis dan pendidikan ketepatan progrcm
Penunjang Medik;

d. kelancaran tata cara keria layanan Penuniang Medik;

e. ketepatan laporan berkala dan laporan khusus di lingkungan
Penuniang Medik;

f ketepatan dan kebenaran rencana \etja Peningkatan SDM
Teniga Medis, Keperawatan, Non Keirerawatan, dan Tenaga
Administasi;

g. ketepatan dan kebenaran rencana keda pendidikan dan
pelatihan;

h. ketepatan dan kebenaran rencana kerja bagian
pengembargan mutu; dan

i. ketepatan dan kebenamn rencana keria pemasarzln-
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Paragraf 7
Jabatan, Staf dan Kelengkapan

Pasal 5O

(1) Direktur dapat mengusulkan dan atau mengarqkat pejabat
dalam jabatan yang bersiFat fungsionaUnon sfukilura!
dengan hierarkhi setingkat pimpinan puncak (Ketua l(omite
Klinik, lnstalasi/Ketua Keiompok Fungsional) dan setingkat

' staf pelaksana (staf furgsional), pengangkatan berdasarkan
atas kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi RSUD.
Sebutan,fungsi, tugas, hak dan wcrrengng pejabat dan
jabatan fu ngsional tersebut diletapkan oleh Direktur-

(2) Direktur dapat mengangkat staf khusus dan atau staf ahli
yang bersifat fu ngsionaUnon struktur:al untlk diperbantukan
pada semua tingkat manajemen, pengangkatan berdasarkan
atas kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi RSUD.
Sebtrtan, fungsi, tugas, hak dan wewenang staf khusus/staf
ahli tersebut ditetapkan oleh Direktur.

(3) Direktur dapat membentuk Badan KelerBkapan Khusus
yang bersifat fungsionaUnon struktural, yarp diperlukan
untuk pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi
RSUD. Sebutian, tugas, fungsi, hak dan wewenang Badan
Kelengkapan Khusus tersebut ditetapkan ohh Direktur.

(4) Rekrutmen Pegawai Non PNS RSUD diambil dari lamaran
yang masuk, kemudian dkekapitulasi, pemanggilan pegaurai
dilakukar pada yang IPK di atas 2,75 (skala 4), kernudian
dilakukan seleksi mencakup seleksi akademik, wawarlcxtra,
dan praktik lapangan.

(5) Hasil Seleksi, bagi yang lufus, sebelum melaksanakan tugas
dilakukan orientasi kerja terlebih dahulu.



40

(6)

o)

(1)

(2)

baru.

Penoisian formasi jabatan baik StruKural maupun

ir.I.i.""r dilaksanakan secara berjenjang sesuai pola

trri&: i""S ada, apabila kandidat hanya satu orang

Jir"rrrjn dlngan penilaian potensi oleh Tim Pertimbangan

i;;;ui"; "dan formasi langsung diisi' Apabila.kandidat

;6ih-i;4, orang tnaka dilakukan fit and ptopertest'

Beoi Peqau/ai droping Pemerintah Daerah sebelum

;;;rp.i; ;ada uhil 
-r"tia diururan orientasi pesawai

(4) Tenaga Medis yang telah mendapat penugasan klinik
di rumah sakit dapat berstatus sebagai dokter puma waktu,
dokter paruh waktu, atau dokler tamu yang selanjutnya
ditetapkan dalam suatu kontrak kerja.

(5) Jangka waktu penugasan tenaga medis adalah 3 (tiga)

tahun untuk dilakukan rekredensial, kecuali ditetapkan lain
oleh Direktur, dengan rnemperhatikan kondisi sebagai
berikut yang akan menyebabkan penugasan di rumah sakit

' akan berakhin

a. hrila ijin praktek yang bersangkutan sudah tidak berlaku
sesuai dengan peraluran perundangundangan !'ang
bedaku; atau

b. bila kondisi fisik atau mental tenaga medis yang
bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tindakan
medis secara menetraP; atau

c. bila tenaga rnedis tdah berusia 60 tahun' namun yang
bersangkutan masih dapat pula diangkat sesuai dengan
pertimbarqan DirektuE atau

d. bita tenaga medis tidak memenuhi ketentsn dan syarat-
syarat yang ditetapkan dalam kontrak kerja; atau

e. bila tenaga medis ditetapkan telah melakukan tindakan
yang tidat profiesional, kelatahn atau perilaku

inenytmpang Hinnya sebagaimana yarg -diatur dalam
uediai stit By Liws, perduran intemal Rumah Saki[
atau

f. bila tenaga medis diberhentikan oleh Direkfur karena
yang beriarBk'..rtan mengakhi.i kontrak dengan rumah

iatit setelatr mengajukan pemberitahuan satu bulan

sebelumnya.

ao

Paagrat 2

Penugasan Staf Medis

Pasal 52

DireKur benarenang sepenuhnya - 
mengangkat staf medis dan

ffi;i.6 panitiinya' setelair berkonsultasi dengan Komite

Medik

Direktur dan Komite Medik menetapkan kriteria dan syarat-

=ooi-o"nus"san 
set'rap staf medis untuk suatu tugas atau

'*ny"*p"ifon hal tersebut kepada setiap.tenag.a medis

iaqi;eignendaki penugasan klinik di Rumah Sakit'

Kriteria dan syarat-syarat penugasan. sebagaimana

Oimar.ruO pada aylt (1) ditetapkan oleh Direktur'

Setiap tenaga medis yang akan mendaDat penugasan klinik(3)

I
{

i
I
I

I

l

Paragraf 1

Pengangkatan Staf Medis

Pasal 51
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Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan PPK BLUD

Paragral 1

Otonomi Pengelolaan

Pasal 53:

(1) RSUD mempunyai kerr/enangan di bidang pengelolaan
SDM, keuangan dan pengelolaan aset, serta keriasama
dengan pihak ketiga sesuai perafuran perundang-undargan
yang bedaku.

(21 Pengelolaan SDM sebagaimana pada ayat (l) di atas
meliputi: -

a. perencanaan kebutuh?n tenaga RSUD;
b. pengangkatan pegatvai RSUD yang bukan Pegaurai

Negeri Sipil;
c. furut serta dalam proses penempatan Fegawai Negeri

Sipil;

d. pengaturan dan pemberian izin kepada Dokter dan
Dokter Gigi RSUD yang akan melakukan keria atau
praktek di Rumah Sakit swasta/badan lain di hlar iam
kerja;

e. penilaian akuntabilitas kinerja pegawai RSUD; dan
f. penetapan dan peningkatan reward tertndap sduruh

pegawai RSUD.

(3) Otonomi pengelolaan keuangan meliputi fleksibiftrras dalam
hal pengelolaan praktek bisnis rumah sakit yang sehat dan
produKif.

{4} Oton$Ei gengadaat dan pengelolaan ase.t 1,arg besumtrer
rlra -611'16 1:!;;- ft'nC5ilrrtr di5an'i t! 1.1?i'' ! Ev112.r

Penugasan klinis di rumah sakit pada seorang tenaga medis
hanya dapat ciitetapkan bila bersangkutan menyetuiui
syarat-syarat sebagai berikut :

a. memenuhi syarat sebagai tenaga medis berdasarkan

@raturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
ini;

b. menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana
ditetapian oleh Direktur setelah mempertimbangkan
daya dukung fasilitas rumah sakit. dan bila diperlukan,
rekomendasi dari Sub tGmite Kredensial; ..

c. mengqmbil segala tindakan yang diperlukan untuk
menjdmin agar rekam medis tiap pasien yang

ditanganinya di rumah sakit terpetihara dengan baik, dan
rekam medis disimpan dalam waktu yang sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;

d. memperhatikan dan melaksanakan segala permintaan
rumah sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan
tindakannya di rumah sakit dengan mengaol pada
kelentuan pelayanan yang berlaku di rumah sakit

e. ,nemenuhi etika kedokteran yang berlaku di lndonesia,
baik yang :'berkaitan dengan ka;ajiban terhadap
msyarakat, pasien, teman sejawat, dan diri sendiri; dan

f. rnemperhatikan syarat-syarat umum praktek kedokteran
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(6)



(5) otonomi kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan
berdasarkan piaktek bisnis yang sehat dengan prinsip

efisiensi dan efektifitas dan saling menguntungkan.

Paragrat 2

Penyetengg"lu"n Kegiatan

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan kegiatan rumah sakit terdiri dari kegiatan
administrasi dan manaiemen sertg kegiatan pelayanan
kesehatan.

(2') l(egiatan pelayanan administrasi dan manajemen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. dalam hal BLUD yang memberi pelayanan yang bersifat
wajib kepada masyarakat dapat melaksanakan
pengeluar:an sebelum penetapan RBA definitit

b. RBA definitif sebagaimana dimaksud pada huruf a

digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokttmen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD untuk diajukan
kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
(PPKD);

c. DPA RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf b paling
sedikit mancakup seluruh pendapatan dan belanja,
proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas iasa dan
/atau barang yang akan dihasilkan oleh RSUD;

d- PPKD mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
RSUD palihg iambat tanggal 31 Desember menjelang
awtltahun anggamn; .

e. dal;r:i ha! dokur;:-rt:l' eelak-s€;lliliu'; enggai'an
.r:i.r.: !:-a: ii - .-,i:.'.r., ,.ii; iii:-'.. ,. i'){i+ ri-;7i,[:2r.:-r(-,- -'i- '
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f. DPA yang telah disahkan oleh PPKD, sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf d
menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari
APBD oleh RSUD.

(3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. kegiatan pelayanan medis;
b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. pelayanan asuhan keperauratan;
d. pelayanan ruiukan;
e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
t. promosi kesehatan;' -9. rehabilitasimedis;
h. penelitian dan pengembangan;
i. penyelenggaraan adrninistnasi umum dan keuangdn; dan
j. pelayanan keluarga miskin.

Panagraf 3
Pengelolaan Keuangan

Pasal 55

Prinsip pengelolaan keuangan yang berasal'dari penerimaan
fungsional rumah sakit mengacu kepada Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan akan dilakukan perubahan secara
bertahap mengacu kepada pola standar Akuntasi Akuntan
lndonesia (SAIO dengan prinsip efisiensi dan efektifitas guna
memperoleh kecepatan, ketersediaan dan akses layanan yang
tepat. Sedangkan untuk sumber penerimaan yang berasal dari
pemerintah daerah (DAU) akan mengacu kepada standar )ang
ditetapkan berdasarkan Penaturan Walikota mengacu kepada
keteirtr-ian F*raturan lileltei Dalarn Negeri ye.ng berlaku paling
r l''"'

43
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Paragraf 4
Tarif Layanan

Pasal 56

Kebijakan yang berkaitan dengan penetapan tarif layanan
mengacu kepada Pei:atut'an Daerah, Peraturan Walikota atau
Keputusan Direktur yang diteJapkan yalg senantiasa akan
diGhjau ulang s@ara berkala sesuai dengan eskatasi dan
penrbahan nilai indeks komoditas yang bedaku di pasar dan
diperhitungkan dalam perhitungan berbasis unit ast. Untuk
layanan kelas lll pemerintah. mengacu kepada standar tarif yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan mengacu.kepada pendekatan
,/VA.DRG's yang berlaku.

Paragraf 5
Pengelolaan Pendapatan

Pasal 57

(1) Pendapatan RSUD bersumber dari:

a. APBN;

b. APBD;

c. Jasa Layanan RSUD;

d. Hibah;

e. hasil kerjasama RSUD dengan pihak ketiga; dan

t. pendapatan laln RSUD yang sah.

(2) Penda6atan RSUD yang bersumber dari APBN
gsbar;;r!rrr;?na dimelt: .l+ paCz €i\'; !' f 1i hurtrf r rrlaf ah
':t'i''i:i it, -';i i r: - - i ii ::,, iit i'- , .i -:

(3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b aoaL-n
pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit 

"ngg"rnPemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan AFeo.
(4) Pendapatan RsuD yalg bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c aoatatr
imbalan yang diperoleh dari tayanan yang'diberikan.

(5) Pendapatan RSUD yang bersunrber dari hibah sebagaimana
dimaksud p$a ayat (1) huruf d dapat berupa hiba-h terikai
dan hibah tak terikat.

(6) Hibah ierikat sebagaimana dimaksud pada ayat (s) adalah
pendapatran yang diperoleh dari maiyarat<at atlu oaoan
lainnya yang diperlakukan sesuai peruntukan dan dapat
ditujukan unttlk mambiayai kegiatan oper:asional, aset td;p;
investasi keuangan (endowient tuid1 atau pembebas,i;
kewajiban, tergbntung tujuan pemberi niUan.

(7) H.asil. kerjasama dengan . pihak ketiga sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf e, dapat berupa perolehan dari
kerjasama operasional, seura menyeu/Er dan-usaha lainnya
yang.U9q! q"mubungan tangsung dengan tugas pokok din
tungsi RSUD.

(8) Pendapatan lain RSUD yang sah-sebagairnana dimaksud
pada ayat (Ii huruf t terdiri dari :

a- hasil penjuahn kekayaan RsuD yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatran kekayaan RSUD;
c. pendapatan bunga;
d. tuntutan ganti rugi;
e. ke'rntungan selisih nilai tukar'ruc.iah leriradap mata uang

i:!'r-: rii|l 
,
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Paragraf 6

Pengelolaan Utang dan Piutang

Pasal 58

(1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan bar:ang dan jasa dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung clengan

kegiatan RSUD.

(2) Piutahg RSUD dikelola secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggung ja'nrab serta dapat memberikan
nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis sehat dan
berdasarkan ketentuan da n peraturan perunda ng-u nda nga n.

(3) Direktur melaksanakan penagihan piutang.

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Direktur RSUD nrenyiapkan bukti
dan admlnistrasi penagihan, menyelesakan tagihan dan
menatausahakan atas piutang (tagihan) RSUD.

(5) Piutang RSUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat
oleh Direktur atau peiabat yang benrenang, yang nilainya
drtetapkan seear€l bdrjenjang dan mempefiatikan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.

Pasal 59

(1) RSUD dapat meiakukan pinjaman dan obligasi sehubungan
dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
peminiaman dengan Pihak lain.

(2) Pinjaman dan obligasi RSUD dikelola darr diselesaikan
l-J:L -c-; -- -:--- --:- t---.-.----- i--

S€tlAfa [g[tiu, eli>lEl I Yni-rl !(r, I li>. ll trl l:iiJHt cl! , uill i

(3) : Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman
' jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk

keperluan menutup defisit kas.

(4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan plinjaman
jangka panjang hanya untuk belanja modal.

(5) Perikatan pfnjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang
secara berjenjahg berdasar nilai pinlaman.

(6) Keurgngn_gan peminjaman sebagaimana dimaksud pada
. ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(71 Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjaditanggung jawab RSUD.

(8) Hak tagih utang RSUD menjadi kadahararsa setetah s (iima)
tahun seiak utang tersebut jatuh tempo, kecuati ditetapkan
lain menurut peraturan perundang-undangan.

(9) Jatuh ternpo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di[itung
sejak 1 Januari tahun berikutnyd.

(10) RSUD waiib membayar bunga dan pokok utang darvatau
obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

(11) Dalam hal pembayaran bunga dan pokok utang dan /atau
obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada aya( (lO)
melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA plmiripin
Rumah Sakit dapat melakukan pelampauan pembayarap
mendahului RBA perubahan.

(12) Pembayaran bunga dan pokok utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dan pelampauan pembayaran
bunga dan pokok utang dan / atau obligasi daer:ah ter-sebrrl
dilapork an dalam oem bahasan €-r.lat. R E/\ t{,r utr a.hg 1

4B
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PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai
tugas :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kqgiatan; dan
c. menyiapkan dokumen atas beban pelaksanaan kegiatan-

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayal (6) huruf c
mencakup dokumen administrasi kegiatan yarg ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang dan jasa oleh RSUD dilakukan
berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan
praktek bisnis yang sehaL

Korvenangan pengadaah barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan berdasarkan
jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota.

RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian
dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengedaan barangr
dan jasa Pemerinlah bila terdapat alasan efeklifitas dary'atau
efisien.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bedaku
untuk diberikan terhadap pengadaan barang, iasa yans
sumber dananya berasal dari :

a. jasa pelayanan yang diberikan )

b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau
badan lain: dary'atau

c. hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/alau hasil
usaha lainnya.

t-eilsal'=f il:.i $aralg OaILrai.SiJ JaSa Yallil (liutLtas(--ii seur'Ji iti

(13) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan

lalau obligasi daerah yang jatuh tempo melebihi anggaran
yang tersedia dalam RBA perubahan, Direktur dapat

melakukan pelampauan pembayaran dan meiaporkannya

dalam laporan realisasi anggbran kepada PPKD'

Paragrat 7

Peng.elolaan Barang

Pasal 60

(1) Direktur sebagai Pimpinan BLUD selaku pengguha barang

bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan

baang 
- miiif Pemerintah Kota yang berada dalam

pengu-asaannya dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

t2l Pimoinan BLUD selaku pengguna barang sebagaimana

kegiatan menunjuk Kuasa Pengguna Barang RSUD dan
Ueianggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Direktur selaku Pengguna Barang-

(3) Penqelolaan serta penatausahaan barang sebagaimana
dim;ksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(4) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdisarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikola.

(5) Pejabat Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Banang

daiam melaksarrakan . program serta kegiatan dapat

menuriuk pejabat pada RSUD sebegai PPTI'i

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

(11)
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(13) Efektifitas dan / atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) diwujudkan dalam pelaksanaan pengadagn

oirang{aia yang ditetapkan oleh Direktur dengan mengikuti
prinsipirinsip trasnparansi, adil/tidak 

. 
diskriminatif,

atuntaUel sesuai praktek blsnis yang sehat dalam rangka
pen ingkatran mutu PelaYanan-

(14) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan barang dan iasa
di RSUO diatur letrih lanjut dalam Peraturan Walikota'

5.'l

Paragraf 8

Akuntansi dan Pelaporan
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Paragraf 9

Prosedur Akuntansi

Pasal 63

(1) Setiap transaksi keuangan RSUD menggunakan bukti
transaksi / pembukuan dan bukti pendukung.

(21 Bukti transaksi/pembukuan dan bukti pendukung
sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) menggunakan hrkti
pembukuan intem dan ekstem.

(3) Bukti pembukuan intem sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) merupakan bukti pembukuan yang dikeluarkan oleh
BLUD.

(4) Bukti pembukuan ekstem"sebagaimana dimaksud pada
ayal(2) merupakan bukti yang diperoleh dari luar BLUD.

(5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
qlerupakan bukti tambahan/prelengkap dan digunakan
sebagai dasar pembukuan, antara lain :

' a. order pembelian baorrg;
b. kontrak pembelhn dan penjualan; dan
c. instruksipengarBkutan.

Paragraf 10
Prosedur Akuntansi Pengeluaran lGs

Pasal 64

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkai
p!'oses nranual danlalau k+nputerisasi mulai dari
i,-.cja.r;t-. _'\:, -rliij!. F,a r (i;t ! ::rf!1r,:i i+,:,r! r: rzirr

(1)

(2j

(3)

Pasal 61

Pengelolaan Keuangan RSUD menerapkan sistem
pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menerapkan sistom informasi manajemen keuangan sesuai

dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat

Setiap kansaksi keuangan harus
dokumen atau bukti PendukungnYa
dah tertib.

diakuntansikan dan
dikelola secara aman

Pasal 62

Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayai(t) diselenggarakan dengan sistem akuntansi dan laporan

kiuaigin berbasis aktual sesuai dengan Standar Akuntansi
Xeuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Pofesi
Akuntaisi irtdonesia



Bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bernomor urut tercetak.

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi
pengeluaran kas/bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mencakup :

a. buku jumal pengeluaran kas/bank;

b. buku besarPembaniu; dan

c. buku besar Pembantu.

Secara periodik buku jumal pengeluaran kas ditutup dan
dipooting ke Buku Besar sesuai dengan rekening yang

terl<ait

Setiap akhir periode semua rekening dalam buku besar
ditutup sebagai dasar menyusun neraca saldo.

54

Paragraf 11

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasal 65

(1) Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian
proses secara manual atau menggunakan aplikasi komputer
mulai dari pencatatran, penggolongan/pengelompokan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan penerimaan kas.

(2) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas/bank sebagaimana dimaksrrd pada ayat (i)
yang bersumber dari APBN/APBD.mengikuti peraturan ya.qg
berlaku.

(3) Transaksi penerimaan kaslbank yang bersumber selai
APBN/APBD mencakup:

a. penerimaan kas/bank dari Jasa tayanan;
b. penerimaan kas/bank dari Hibah;
c. hasil keria sama dengan pihak pihak lain; dan
d. tain-lain sumber yang sah.

(4) Bukti transaksi penerimaan kas sebagaimna climaksud
pada alrat (3) bemomor urut tercetak.

(5) Buku yang digunaken untuk mencatat prosedur akuntansi
penerimaan kas/bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencakup:

buku jumal penerimaan kas;

buku besar kas; dan

buku tresar pembantu kas

EC

(21

(3)

(4)

(5)

(6)

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi
pengeluaran kas/bank sebagaimana dimdksud pada ayat (1)

yang bersumber dari APBD mengikuti peraturan yang

berlaku.

Bukti transaksi pengeluaran kasibank yang
selain APBD, mencakuP :

a. pembayaran imbalan jasa tenaga kerja;
b. pombayaran hutang; dan
c. pembayaran ma@m-macam biaYa-

bersumber

(7)

a
b
c
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Secara periodik buku jurnal penerimaan kas ditutup dan
diposting Buku Besar sesuaidengan rekening terkait.

Setiap akhir periode semua rekening dalam Buku Besar
ditutup sebagaidasar menyusun nera@ saldo.

Paragraf 12

Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Pasat 66

. ASe! tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam
bentuk siap pakai atau dengan dibangun tedebih dahutu

. dengan fujuan untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan
kegiatan RSUD dimasa.yang akan datang, tidak untuk dijual

. kembali dalam operasi normal dan mencari keuntungnn dari
tnansaksi penjualan tersebut, serta.. mempunyai masa
manfaat minimal 12 (dua belas) bulan atau satu periode
akuntansi.

Aset tetap dapat diperoleh dengan sumber dana dari
sebagian ataupun seluruhnya APpD melalui pembelian,
pembangunan, donasidan pertukaran dengan aset lainnya.

Prosedur akuntansi aset tetap dilaksanakan oleh fungsi
bendahara barang dan tungsi akuntansi pada Sub Bagiln
Akuntansi dan Verifi kasi.

Bukti transaksi yang di,pergi.rnakan datam prosedur
akuntansi aset tetap antara lain :

a. Berita Aara Penerimaan Barang;
b. Berita Acara Serah Terima Barang;
c. Ber"ik: A.cara Penyelesaian Feker"jaan;
rl R.='il r :ir;t c i---c.:tii-=i: i

:r
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{5) Buku yang dipergunakan untuk mencatat transaksi daramprosedur akuntansi aset tetap terdiri dari.:
a. daftar aset tetap beserta rekapannya;

. b. buku jurnal aset tetap;

d. buku besar pembantu aset tetap

(6) Aset tetap yang diperoreh melalui pembelian, hibah, tukar
ggling (ruislag), tukar tambah ?erta pernbangunan baiir ya'g
diselesaikan dalam satu periode atau lebih. -

o Aset tetap yang diperoteh baik dengan cara apapun daram' periode. yang bersangkutan diterima-otetr uenoanara uarang
untuk dicatat di buku inventaris barang. Eungsi akuntaniipada sub Bagian Akuntansi dan veitkasi mencatatkan
seluruh biaya yang berkaitan dengnn perotehan aktiva tetap
:?at biaya dikeruarkan melarui bendahara pengeruaran
dqngan mencanturnkan uraian akun tawan a.atp*ngeluanan
kas yang berkaitan

(8) Asel tetap yang diperoleh setetah bebenapa periode akan
dicatat oleh bendahara barang di buku inv,intahs piJ";i
diserahterimak3l -_lqrq"i a[untansi paaa qu6 Bagian
Akuntansi dan veffikasi melakukan penyesuaian pencatatan
{ql_ menjadi aset pada saat aset rnen}a<ti miff tiiliRSUD.

(9) B_iaya penyusutan dilakukan perhitungan dan pencatatan' disetiap akhir tahun pada pos ying tehi dilentukin.

(10) Pengeluaran yang dimaksudkan untuk menambah masa
rnanf:al ,l,Rr! lrmur- ekonorni*c akein dicate! seha$ai tiaSra. -'.:;,ri tiirf .=1.. :li.!-i -:._:.-:.r t..i.: ;i:i,i..;_ ....i
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(11) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas
diposting ke dalarn buku besar rekening pengeluaran.

(12) Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan.

(13) Saldo akhir setiap periode kemudian dipindahkan menjadi
seldo awal periode berikutnya.

Paragraf 13

Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasal 67

(1) Prosedur akuntansi. selain kas merupakan prosedur
akuntansi atas transaksi atau kejadian yang tidak
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas (non kas)
yang tercakup dalam buku jumal umum.

(2) Transaksi selain kas mencakup:

a. piutang, antara lain dari klaim asuransi, jaminan
kesehatan masyarakat (amkesmas), dan pelayanan'
untuk keluarga miskin (gakin) yang biayanya ditanggung
Pemerintah:

b. pembelian secara kredil atas transaksi pembelian
barangflasa;

c. koreksi kesalahan pencatatan atas transaksi yang telah
dibukukan dalam buku jumal dan telah diposting ke buku
besar

d. penerimaary'pemberian hibah/donasi selain kas dari
piha,k ketiga;

= 
'eI lt fx)trx+liir i -e-ii |izr ;ri- ::;:rr.?t-1 .i iio)::ii'

g. penerimaan aktiva tetap tanpa konsekuensi kas akibat
adanya tukar menukar (ruislag) dengan pihak ketiga; dan

h. penyesuaian penutupan buku.

(3) Bukti transaksi selain kas mencakup :

a. Bukti Memorial;
b. Berita Acara Penerimaan BarangL/Jasa;
c. Berita Acara Serah Terima Barang/.,!asa;
d. Bukti Retuq dan
e. Bukti pendukung lainnya.

(4) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi selain kas
mencakup :

a. Buku Jumal Umum;
b. Buku Besar; dan
c. Buku Besar Pembantu.

Paragraf 14
Laporan Keuangan

Pasal 68

(1) Laporan keuangan intem RSUD meliputi:
a. laporan posisi keuangan (neraca);
b. laporan kinerja keuangan (Surplus-Defisit);
c. laporan arus kas;
d. laporan perubahan ekuitas dana;
e. catatan atas laporail keuangan; dan
i lapcr: ri akrtntansi rnenajerr-.en sesuai Kebrrtuhan.

'I
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Paragraf 16
Rernunerasi

(3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai
lampiran laporan keuangan RSUD.

(4) Laporan keuangan RSUD merupakan bagian yang tidak. 
terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban keuangan
Pemerintah Kota.

(5) Laporan keuangan RSUD sebagaimana pertanggung
jawaban dana APBD berupa laporan realisasi anggaran.
laporan kinerja operasional, laporan keadaan kas, laporan
pencapaian target RBA definitif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Yang bedaku.

Paragtaf 15

Kerja Sama '

Pasal 69

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
RSUD melakukan keria sama dengan pihak lain.

Keria sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip 'efisiensi, efektifitas, ekonomis dan
saling mengunfungkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama diatur dalam
Peraturan Walikota.

Pasal 70

(1) Prinsip remunerasi diberikan sebagai bentuk penghargaan
kepada seluruh karyawan atas prestasi, dedikasi, toyititas
dan terpuji dalam aktiftas sesuai dengan tingkat
profesionltisme dan resiko yang harus diemban dalam
rangka menjamin keselamatan pemberi pelayanan pasien
dan lingkurpan keria.

(2)

(21 Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
diberikan berdasarkan nilai kumulatif kerja ienglri
mempertintbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. proporsi besanan yang ditetapkan didasarkan alokasi
yang disekapati dengan menjaga harmonisasi untuk
mempertahankan mutu pela}anan; operasional dan
mainlenance serta investasi jangka pendek;

b. sumber daya dikelola dalam satu plot setiap bulan. diberikan tanggal lT dengan norms yang. dipakai
meliputi :

1. plafon minimum yang harus dipenuhi oleh masing-
. masing profesi dengan syarat mengikuti paramaler

yang ditetapkan;
2. kineria berbasis prestasi individual, yang dicapai

berdasarkan prinsipprinsip kompetensi yang sehat;
3. penghargaan atas prinsip kebersamaan dan keaktffan

masing-masing profesi yang ditetapkan deh
p:renggung jawab profesi; dan

.- -. -.,.. Lt - -- _.:-rii: .:::r:;':i:i.i;rri; ;iri! r.ii!._:ia:_-i I ii ii.ili.i - it-i i-:iii:.
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Paragraf 17

Besaran Remunbrasi

Pasal 71

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan pegawai RSUD
niendapatkan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung
jawab dan tuntutan pmfesionalisme yang dipedukan.

(2t Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan imbalan keria yang dapat berupa Saji,
honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestisi,
pesangon dan atau Pensiun.

(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk honorarium.

Besaran pemberian remunerasi sebagaimana Cimaksud
pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

(5) Penerapan tata laksana jasa pelayanan yang berlaku saat
ditetapkan oleh Keputusan Direktur, sampai dengan
ditetapkannya pengaturan . Remunerasi melalui Peraturan
Walikota.

Pase.l72

Besaran remunerasi Pemimpin RSUD ditetapkan dengan
mempertimbangkan faktor-faldor sebagai berikut :

a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (sr2e) dan
jumlah aset yang dikelola RSUD serta tingkat pelayanan;

b. kese.lactlr, ),alt ! den'l r'l ntetrpe'tili'<:r it11l'1;tri 1,i11t412r'

62

d. kinerja operasional RSUD yang ditetapkan oleh Walikota
mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan mutu dan
manfaat bagi masyarakat.

(1)

(2)

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan setinggi-tingrginya
1Yo dan total penclapatan rumah sakit.
Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletapkan dengan Keputusan Walikota.

(4)

Bagian Kesebelas
Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Satuan Pengawas lntem

PasalT4 .

Guna membantu pejabat pengelola dalam bidang pengawasan
intemal dan monitoring maka dibentuk Satuan Pengawas tntem.

Pasal 75

(1) Satuan Pengawas lntem adalah organisasi fungsional yang
bertugas melaksanakan pengawasan intemal dan
monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan program
kerja di rumah sakit.

(2.1 Se{uan Pengavras lntem rumah sakit be rada di barah dan

Paragraf 18

Hcnorarium

Pasal 73
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Pasal 76

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan
Pengawas Intern dibebankan kepada rumah sakit dan dimuat
dalam RBA.

Bagian Keduabelas
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

lnstalasi . .

PasalTT

Untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan
pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan kqsehatan dibentuk instaiasi-instalasi yang
menrpakan unit-unit pelaksana pelayanan.

Pasal 78

(1) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ditetapkan oleh Direklur.

(2') lnstalasi dipirhpin oleh seorang kepala yang diangkat dan
dibertrentikan oleh Direktur.

(3) Kepala instalasi dalam melaksanakan.tugasnya dibantu oleh
tenaga-tenaga fungsional dan atau tenaga non medis; baik
pegaurai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil.

Pasal 79

Paragraf 2
pejabat Fungsional

Pasal 80

(1) Pejabat fungsional rumah. sakit lerdiri dari sejumlah tenaga
medis fungsionat yang.lgtb"Si atas berbagai kebmfr[
jabatan ft,rngsional sesuai bidang keahliannya.

(2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di lingkungan unit fe4a rumah sakit
sesuai kompetensinya.

(3) Jumlgh tenaga fungsionat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilentukan berdasarkan keb,.rtuhan dan beban k;ria.

(4) J.9nig d3n jenjang jabatan fungsionat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasartan perijndang-
undangan yang berlaku.

pasal 81 .

(1) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan
diagnoba, pengobatan, pencegahan akibat peny€kit,
peningkatan dan pemulihan kesehatan, periyudfran,
pendidikan, pelatihan, penelilian dan pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional
menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesional
lain yang terkail.

64

D6.-'l )enr.uk ?:t ] a?1.. lt,. l.;eha,: iltsl: .., .r(iile( f ( l,i a.t: ilri.l s;:
, ,i. ' 'tt. , ,.j

I



65

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta
dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 82

Setiap flrnpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan. dan
apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yahg bedaku.

, Pasal 86

Direkur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala
Sub-Bagian/Seksi, dan Kepala lnstalasi wajib menyampaikan
laporan berkala kepada atasannya masing-masing.

I Pasal 87

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
beserta semua lampirannya wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional rnempunyai
hubungan kerja.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya. seliap pimpinan safuan
organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di barvahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat se@ra
berliala.

66

Bagian Keempatbelas
Eselonisasi

Pasal 89

Eselonisasi jabatan struktural di rumah sakit adalah sebagai
berikut:

a. Direktur adalah eselon ll b;
b. Wakil Direktur eselon lll a;
c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah eselon lll.b: dan
4 ,{t:.t::i= 

=Q; 1!1-{i;5!;; r r'iq r <;; ;:i:! ai +s?iilr I'r,.::

Setiap 6rimpinan unit kerja wajib mengikuti
petunjuk dan bertanggung jarvab kepada
menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

dan mematuhi
atiasan serta

Pasal 85

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai baharr untuk
rlerryusun lzrpcrar lebit lanlltt ri:::11- i rtJk m:.,1i:'ikan ry:tu-ir.ri'

Bagian Ketigabelas
Tata Kerja

Pasal 81

Pasal 83

Setiap pirnpinan unit kerja bertanggung iawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan
serta'peiunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 84



(1) Apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang

berkaitan dengan institusi, maka RSUD be(anggung jawab

selama kesalahan yang dilakukan dalam kerangka
melaksanakan tugas-

(2) Apabila tuntutan yang diajukan adalah- kesalahan yang

berkaitan dengan individu dan bersifat pidana yang

penyelesaiaiirya di luar kewenangan institusi, maka RSUD

lidak bertanggung jawab.

o/

Bagian Kelimabelas
Tuntutan Umum

Pasal 9O

Bagian Keenambelas
Tata Urutan Peraturan

Tata urutan peraturan yang dibuat dan
=,di lingkungan RSUD adalah sebagpi berikut:

a. Peraturan Daerah Kota;

b. Peraturan Walikota:

c. Keputusan Walikota:

d. Tata Kelola (Hosprta/ By Lawsl; dan

e. Keputusan Direktur RSUD.
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Bagian Ketujuhbeias
Sosialisasi dan Perubahan Peraturan lnternal Korporasi

P aragrat 1

Pemaparan Peraturan lntemal Korporasi (Corporate By Laws)
dan

Peraturan lnterna! Staf Medik (Medical Staf By Lawsl.

Paragraf 2
Perubahan Pemaparan Peraturan lntemal Korporasi

(C,oryorate By Lawsl dan Peraturan lntemal Staf Medik
(Medical Staf By Laws)

Pasal 93

(1) Pimpinan BLUD dapat mengajukan usulan perubahan
Peraturan lntemal (Hospital By Lau6, dan Perafuran lntemal
Staf Medis (Medical Staf By Laws) rnelalui rapat khusus
yang diselenggarakan untuk itu dan diajukan kepada
Walikota.

(21 Usulan untuk merubah Peraturan tntemal (Hospital By Laws)
dan Peraturan lntemal Staf Medis (Medical Staf By laua) ini
hanya depat dilaksanakan bila pemberitahuan tertulis untuk
nraksud tersebut telah disampaikan kepada Dewal

-..t...-:---t ,.-l-----

dikomunikasikan

Pasal 92

Pimpinan BLUD senantiasa mengupayakan agar Peraturan
lntemal (Haspital By Laws) dan Peraluran lntemal Staf Medis
(Medical Staf By Laws) ini dapat dilihat oleh berbagai pihak-pihak
yang berkepentingan.

Pasal 91



(1) Dewan Pengawas berhak mengubah Peraturan lnternal
Korporasi (Corponte By Lawsl melalui rapat khusus yang
diselenggarakan untuk itu dan diajukan dan ditetapkan oleh
Walikota.

(2) Usulan untuk mengubah Peraturan lnternal Korporasi
(Ootporate By Laws) ini hanya dapat dilaksanakan bila
pgmberttatruan tertulis untuk rnaksud tersebut telah
disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pengawas
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
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Pasal 94

Pasal 95

Keputusan-keputusan . Direktur yang ada pada saat peraturan
intemal korporasi (corporate by laws) ini disahkan, tnasih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum di dalam hospital by laws ini.

Bagian Kedelapan belas
Pengekrmpokan Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung

Pasal 96

(1) RSUD merupakan unsur penunjang perangkat daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
nrelalui Sekretaris Daerah, RSUD dipimpin oleh seorang
Direktur.

(2) RSUD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
menyelengarakan tugas{ugas Pemerintah F.,:ta di bidang
gtrr|.?,rit 'tiitr !;e:retratan (lr';ii. meno,rlar': klr ))e\E

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), RSUD mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan
medik;

b. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan
penunjang medik;

c. penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi;
d. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan

asuhan keperarvatan;
e. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan

rujukan:
f. penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan

pelatihan;
g- penyelenggaraari kebijakan operasional penelitian dan

pengembangan;
h. penyelenggaraan kebijakan operasional administrasi

urnum dan keuangan; dan
i. penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan praktek

kerja lapangan

Bagian Kesembilanbelas
Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Pasal 97

a. perencanaan kebutuhan tenaga RSUD;
b. pengangk;rtan pegawai RSUD yang bukan Pegawai Negeri

Sipil;
r ! Ll r t,i it: ,, ti::
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d. pengaturan dan pemberian izin kepada dokter RSUD yang
akan melakukan kerja atau praktek Rumah sakit
swasta/badan lain di luar jam kerja;

e. penilaian akuntabilitas kinerja pegawai RSUD;

f. penetapan reward dan peningkatan kesejahteraan terhadap
seluruh pegawai RSUD; dan

g. per€aturan tentang pengangkatan pengawai RSUD non
Pegarrai Negeri Sipil dituangkan dalam Peraturan Walikota
tersendiri.

Bagian Keduapuluh
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 98

(1) Kebljakan RSUD dalam menyusun Standar Pelayanan
Minimal adalah penetapan Standar Pelayanan Minimal Unit
Kerja sebagai Sasaran Mutu Unit Kerja yang terdiri dari
mlnimal I (satu) jenis standar yang merupakan are
producT dari unit keda tersebut dan atau sebagai
reprcsentatif dari perspektif kepuasan pelanggan.

(2) S"""ran rnutu unit ketia yans selanjutnya ditetapkan
sebagai Standar Pelayanan Minimal merupakan sesuatu
yarrg harus dbapai oleh unit kerja dan harus dijadikan dasar
penetapan rencana mamjemen mutu sebagai suatu
paranreter yang dilengkapi oleh dokumen mutu pendukung.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimakstrd pada
ayat (2) diatur dengbn Peraturan Walikota.

I t{u J'li.r'i)a0ai SaSZ..l ? ! I 1, pelava . i 31;:;-,6i 6j6 p g12p

i'.'.;. - i,

Pengelolaan sumber daya lain dikelola berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.
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Bagian Kedua Puluh Satu
Pengalolaan Sumber Daya Lainnya

Pasal 99

Bagian Kedua Puluh Dua
Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit

Pasal 't00

Lingkungan rumah sakit akan dipertahankan mengacu kepada
rasio anlara lahan yang tersedia dengan luas argal yang
terbangun secara proporsional. sehingga rumah sakit memiliki
lingkungan yang dapat menunjang proses kesembuhan penyakit
lebih baik serta semua limbah cair maupun padat dan infeksius
tidak akan dibuang ke permukaan sehingga tidak akan
memberikan efek pencernaran terhadap lingkungan sekitar.

Bagian kedua puluh tiga
. Pdnsip Tata lGlola

Pasal 1Ol

Pola Tata kelola RSUD, memperhalikan prinsipprinsip antara lain

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
:. rescc.r sil:il las'

; :.-rr.i i.
k
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan atas setiap kegiatan layanan
rtrmah sakit baik yang menyangkut sumber daya manusia,

oenoounaan sumber daya keuangan yang berasal dari

o.n&*"n fungsional serta pemanfaatan sistem dan
metode akan diawasi oleh Satuan Pengendali lntemal dan
Dewan Pengawas, bila memungkinkan oleh panitia jaga

mutu rumah sakit yang akan ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Sedangkan pengawasan ekstemal dimungkinkan dilakukan
oleh 'aparat pengawas fungsional ekstemal (lnspektorat

Daerah) maupun BPK sesuai dengan peraturan yang

bedaku.
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Bagian kedua Puluh emPat

Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Keduapuluh Lima

Evaluasi dan Penilaian Kinerja
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(4) Direktur RSUD dapat mengajukan usulan perubahan
Peraturan lnternal (Hospital By Laws) melalui rapat khusus
yang diselenggarakan untuk itu dan diajukan kepada
Walikota.

(5) Usulan untuk merubah Peraturan lntemal (Hospital By
Laws) ini hanva dapat dilaksanakan bila pemberitahuan
tertulis untuk maksud tersebut telah disampaikan
kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) mirrergu
sebelumnya.

BAB III
TNTERNAL STAF MEDTK (MED|CAL STAF By |AWS)

Bagian Kesatu
Komite Medik

Paragraf 1

Organisasi Komite Medik

Pasal 104

(1) Di lingkungan RSUD dibentuk sualu wadah non struktural
yang disebut Komite Medik yang bertanggung jawab
langsung kepada Diieldur. .

(21 Komite Medik adalah satu-satunya organisasi formal yang
.menghimpun, memformulasikan, dan mengkomunikesikan
.pendapat dan kehendak seluruh staf medis fungsional yang
berkaitan dengan profesi medis di Rumah Sakit.

Pasal 103

Penilaian kinerja rumah sakit akan dilakukan secara
sastematis dan berkala dengan mengacu kepada standar
yang diletapkan menggunakan parameter yang terluang
Ai aitam dokumen SPM yang telah disetujui dan ditetapkan
oleh Walikota, seiring dengan kontrak kinerja Direktur
dengan Walikota.

Pemaparan Pereturan lnternal Korporasi (Corporate By
Laws).
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. Paragraf 2

Fungsi Komite Medik

Pasal 1 05

Fungsi Komite Medik adalah :

a. memberi saran kePada Direktur;

b. mengkoordinasikan dan mengarahkan keglatan pelayanan
medis;

c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran;
dan

d. menyusun kabijakan pelayanan medis sebagai standar yang
harus dilaksanakan olbh semua kelompok staf medis.

membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani
kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi
lintas profesi, misalnya penanggulangan kanker terpadu,
pelayanan jantung terpadu dan lain sebagainya; dan
memberikan rekomendasi tentang kerjasarna antara Rumah
Sakit dan fakuttas tedokterannedbkteran gigi/ institusi
pendidikan lain.

I

s
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Paragrat 4
Tugas Komite Medik

Pasal 107

Paragraf 3

Warenang Komite Medik

Pasal 106

Wenvenang Komite Medik adalah :

a. membenkan usul rencana kebutuhan dan peningkatan
kualitas tenaga medis;

'b. memberikan irertimbangan tentang rencana pengadaan,
perpgunaan, dan pemeliharaan peralatan medis dan
penunjang medis serla pengembangan pelayanan medis;

c. monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan
medis sesrrai yang tercantum didalam:tugas komite medis;

d. rnonitoring dan evaluasi efisiensi dan efektilitas penggunaan
alai keckr<tr;ran d! c-mah sakil,

Tugas Komite Medik :

a. menyediakan wadah agar anggota staf medik dapat
berpartisipasi mernberi masukan atas masalah profesi

. medik dan teknis medik dan menghadiri rapat bersama
Direktur dan komite lainnya di rumah sakit;

b. melakukan kedensifl tenaga medis yang akan bekerja di
rumah saklt dan memberikan rekomendasi kepada Direktur;

c. melakukan kredensial tenaga medis yang sedang bekerja
di runrah sakit dan memberi rekonrendasi kepada Oi-rettur: 

"

d. merencanakan dan rnengatur pendidikan kedokteran
berkelanjutan dan pendidikan spesialisasi yaqg disestraikan
dengan master plan Rumah Sakit bagi setiap anggotranya;

e. memberikan masukan pada Direktur perihal :

a. petayanan klinis yang sesuai SPM;
b. kebijakan pengorganisasian palayanan klinik rumah sakil;
c. identifike;i kebutr.r:ra,i oasier rum;rlr s akit dan oc avanatn

',..:i:i:i,,l : i i i : ;' - : - ;, : i ; : ::: ::::: i.::.-i.'. i;
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f. melakukan audit medik, mernantau perilaku etik,
profesionalisme anggota staf medik dan mengusulkan hasil
kajian Komite Medik Kepada Direktur;

g. menyusun dan merevisi standarisasi farmasi dan terapi untuk
mendapat pengesahan Direktut:

h. menentukan'kewenangan klinis dokter sesuai kompetensinya
yang ditetapkan oleh Direktuq

i. laporan kegiatan Komite Medik akan disampaikan secara
berkala kepada Direktur sedikitnya setahun sekali;

i. membantu Direktur Rumah Sakit menyu$rn dan mecevisi
standar pelayanan medis untuk mendapat pengesahan dan
memantau pelaksanaannya;

k. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan
mutu profeSi;

l. membantu Direktur rumah sakit menyusun Medial Staff By
Laws dan memantau Pelaksanaannya;

m. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang
terkait dengan medikolegal;

n. melakukan kocrdinasi dengan Bidang Pelayanan dalam
melaksanakan pe-mantauan dan pembinaan pelaksanaan
tugas kelompok staf medis:

o. meningkatkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan dalam bidang me<Iis;

p. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis
antara lain melalui monitoring dan evaluasi bedah,
penggunaan obat (drug usage), f,armasi dan terapi,
kelepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, fissue
review mortalitas dan morbiditas. mdical cafii 'evieu'audit
,-...t.., r.cl-ritaa:.-A:-.ti!:ii ,.: : (ei.2 t:,! i rl:' I ;i l: i
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Paragraf 5

Tanggung Jawab Komite Medik

Tanggung jawab komite medik adalah terkait dengan mutu :

pelayanan medis, pembinaan kedokteran dan pengembangan
profesi medis.

Par:agraf 6
Kewajiban Komite Medik

Fasal 109

Komite nnedis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menyusun, melaksanakan, memantau dan melakukan revisi
peraturan intemal staf medis (medical staff bay laws);

b. membuat standar pelayanan rnedis sesuai kondisi RSUD,
Standard Oper:ating Procedur (SOP), standar profesi dan
standar kompetensi;

c. membuat standarisasi.format pengumpulan,' pemantauan dan
pelaporan indikator mutu klinik; dan

d. melakukan pemantatran mutu klinik etika kedokteran dan
pelaksanaan pengembangan profesi medis-

Paragraf 7

Kepengurusan Komite Medik

Pasal 110

iii v..11it-= i..!c'r.-1i:.1 ff SUD ieiJ'r C:i {er,, ti 1931,.!i lr:ti:a,' ,1, , I ; . :.: 'i :t: . ,:,
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(3) Yang dapat dipilih sebagai pengurus adalah pegawai tetap
yans telah memiliki wewenang untuk melakukan tindakan
medit< dl rumah sakit minimal (3) tiga tahun dan yang masih
berlaku selama periode kepengurusan tersebut'

(4) Yang dapat dipilih sebagai ketua, minimal .pernah menjabat

sebagai pengunrs komite medik satu periode.

Paragraf
Tata Cara Pemilihan Ketua

79

Pasal 1 1 'l

BO

Paragraf 9

Ketua Komite Medik

Pasal 1 12

(1) Ketua Komite Medik adalah seorang staf medik tungsional
tetap.

' (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kelua sebelum masa
jabatannya berakhk rnaka kekosongan jabatan tersebut diisi
oleh wakil ketua.

(3) Tugas Ketua Komite Medik adalah :

a. menyelenggarakan komunikasi yang efektii dan mewakili
pendapat, kebijakan laporan, kebutuhan dan keluhan staf
medik serta bertdnggung jawab kepada Goveming Bad
bersama dengan Direktur:

b. menyelenggarakan rapat dan bertanggung jawab atas
semua risalah rapat yang diselenggarakan Komite Medik;

c. menunjuk Wakil Komite Medik dalam setiap kepanitiaarr
di rumah sakit yang memerlukan per,tmkilan dari staf
medik;

d- menghadiri perteniuan yang diadakan oleh Goveming
Boad dan kepanitiaan lainnya;

e. menunjuk dan menetapkan wakil ketua, sekretads dan
ketua-ketua Sub Komite yang disahkan oleh DireKuc
dan

f. menentukan agenda dan jadwal setiap rapat komite
medik-

Tala Cara Pemilihan :

a. pemilihan ketua komite medik dilakukan setiap 3 (tiga) tahun,
kecuali pada keadaan dimana ketua perlu segera diganti
sesuai hasil rapat pleno khusus untuk itu, dengan
persetujuan Direktuq

b. setiap staf medik berhak dan menghadiri undangan rapat
pleno;

c. rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri minimal dua
p*irtig, O"ri seluruh staf medik yang berhak hadic

d. rapat pleno nremilih dan menetapkan tiga calon ketua untuk
diaiukan kePada Direktuc dan

e. Direktur menetapkan satu orang Ketua terpilih dari hasil rapat
pemilihan ketua kornite medik, atau calon lain yang dianggap
sesuai.



(1)

(21

B1

Paragraf 1 0

Sekretaris Komite Medik

Pasal 113

Sekretaris Komite Medik dipilih oleh Ketua Komite Medik.

Sekretaris Komite Medik adalah seorang staf medik
fungsional tetap.
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d. Sub Komite Rekam Medis;
e- Sub Komite Farmakoterapi;
f. Sub Komite Audit Medis; dan
g. Sub Komite Kredensial.

(2) Tugas dan tungsi Sub Komite medik ditetapkan oleh komite
medik dari rvaktu-karaktu dan disahkan oleh Direktur.

(3) Ketua Sub Komite adalah staf medik yang dipilih dan
ditetapkan oleh ketua komite medik.

(4) Kepengurusan Sub Komite terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan
anggota. Sekretaris dan anggola dipilih langsung oleh
Ketua Sub Komite.

(5) Bila dianggap pedu, Ketua Sub Komite Capat dibantu oleh
tenaga lain yang kompeten di luar staf medik.

Paragraf 12

Rapat Komite Medik

Pasal 115

(1) Rapat Komite Medik terdiri dari atas rapat rutin, Rapat
khusus dan Rapat Plerio.

(3) Rapat komite medik hanya dihadiri oleh anggota atau pihak
lain yeng mendapat undangan dari ketua Konrite Medik.

(3) Sekretaris Komite
mengkoordinasikan
Medik.

(41 Pada sekre'.aris Komite Medik diperbantukan petugas
sekretariat yang disediakan oleh rumah sakit.

(5) Tugas Sekretaris Komite Medik adalah :

a. melakukan pemberitahuan kepada semua anggota yang
berhak untuk menghadiri rapat-rapat Komite Medik;

b. mempersiapkan dan mengedarkan risalah rapat yang
lengkap kepada hadirin yang berhak menghadiri rapat;
dan

c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua
Komite Medik.

' Paragcaf 11

Sub Komite Di Bawah Kornite Medik

Pasal 'l 14

(1) Di bavah Komite Medik dibentuk [reberapa Sub Kornite
r,.,a rrt lt,rt l,;.i dari

Medik bertanggung jawab untuk
tugas-tugas kesekretariatan Komite

(2) Setiap rapat komite medik dinyatakan sah hanya bila
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(5) Undangan yang berhalangan hadir, harus menyampaikan
surat pemberitahuan tertulis/SMS kepada komite medik
paling lambat 24 jam sebelum rapat dimulai, bila dianggap
perlu, ketua komite medik berhak untuk menunjuk
penggantinya.

Paragraf 'l 3

Rapat Rutin Komite Medik

Pasal 1 16

(1) Rapat rutin diadakan satu bulan sekali pada waktu dan
tempat yang ditetapkan oleh ketua komite meCik.

(2) Sekretaris Komite Medik menyampaikan pemberitahuan
rapat rutin beserta agenda rapat kepada para anggota yang
berhak hadir paling lambat dua hari kerja sebelum rapat
tersebut dilaksanakan.

B4

(3)

(4)

Rapat rutin dihadiri oleh seluruh pengurus komite n:edik.

Ketua dapat mengundang pihak lain bila dianggap perlu.

Paragraf 16
Pengambilan Keputusan Rapat

Pasal 'l 19

Kecuali telah diatur dalam Hospital By Laws ini, maka :

a. pengambilan putusan rapat diupayakan melalui musyawarah
dan muhkat;

b. masing-masing anggota rapat termasuk kefua, mempunyai
hak satu suana;

c. dalam hal tidak tercapai mufakat, maka ptrtusan diambil
memlaui pmungutran suana berdasarkan suara terbanyak dari
anggota yang hadi6 dan

d. dalam hal jumlah suara diperoleh adalah sama maka ketua
berwenang membuat keputusan hasil rapat.

Paragraf 14

Rapat Khusus Kornite Medik

Pasal 117

Rapat khusus Komite Medik diadakan setiap saat bila ada hal-hal
yang harus segera diselesaikan.

Paragraf 1 5

Rapat Pleno Komite Medik

Pasal 1 18

(1) Rapat pleno Komite Medik dilakukan minimal sekali dalam 3
(tiga) bulan.

.(21 Peserta rapat pleno Komite Medik adalah ketua, wakil ketua
dan sekretaris.

(3) Tujuan rapat pleno Komile Medik adalah untuk
rnengevaluasi pelaksanaan tugas dan program keda yang
telah disusun.
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Paragrat 17

Tata Tertib Rapat

Pasal 120

(1) Taia tertib rapat:

a. hanya dihadiri undangan;

b. setiap rapat Komite Medik wajib dihadiri oleh seluruh
Pengurus Komiie Medik yang diundang;

c. hadir lepat .araktu;

d._ mempersiapkan diri dengan telah membaca agenda
rapat yang telah diberikan' .t

.e. alasan ketidakhadiran daiam rapat harus disampaikan
secara tertulis kepada Ketua tembusan DirektiJr,

f. rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau ditunjuk
oleh Ketua Komite Medik;

g- sebelum rapat dimulai agenda rapat dan notulen
dibacakan atas perintah ketua komite medik;

h. setiap peserta rapat wajib mengikuti rapat sampai
selesai setiap peserta rapat hanya dapat rneninggalkan
rapal dengan seijin pimpinan rapal

i. bila meninggalkan rapat sebelum acara selesai, menulis
surat kepada pimpinan sidang dan dicatat dalam notulen
rapat, dianggap menyetujui hasil rapat;

j. Sekretaris mencatat notulen rapat, dan membacakan
hasilnya pada saat akan penutupan rapat, seliap
peserle walib mendengarkan dengarr cermat dan
.1,.l:t . .t.:1.!.,;':. :i,]4:
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l. resume notulen rapat (yang isinya telah disetujui rapat)
akan ditempelkan di ruang komite medik, semua staf
medik wajib membacanya;

m. setiap peserta wajib rnenjaga ketertiban selama rapat
berlangsung:

1. berpakaian rapi;
2. menjaga sopan santun dalam bersikap dan berbicara;
3. tidak memotong pembicaraan orang lain dan hanya

berbicara pada saat gilirannya dipersilahkan
pimpinan rapat;

4- tidak berbicara/ngobrol saat orang lain sedang
berbicara;

5. memperhatikan dan mengikuti dengan sungguh-
sungguh jalannya rapat; dan

6. mentaati tata tertib yang ditetapkan pimpinan rapat.

(2). Hal-hal lain yang menyangkut teknis tata tertib rapat akan
ditetapkan oleh Ketua sebelum rapat dimulai.

Paragraf 18

Notulen Rapat

Pasl 121

(1) Setiap rapat harus dibuat notulennya, dibacakan pada akhir
rapal.

(2) Semua notulen rapat Komite Medik dicatat oleh Sekretaris
Komile Medik atau penggantinya yang ditunjuk.

(3) Notuler .:kan diedarkan kepada semua peserta rapat yang
b:.:i :: : lr 31j1 _.:31,1:.;1.r !,..^! i tt.'-i-:n. ! ..:
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Paragraf 1

lGtegori Staf Medik

Pasal 122

Paragraf 2
Syarat Penerimaan Staf Medik

(2) Syarat sebagaimapa dimaksud pada ayat (1) dinilai olehKomite Medik metatui Sub Komite freoensiai;.;;;;'J"j;
tata cara yang ditetapkan dalam MSAI ini.

(3) Hanya staf medik yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud.pada ?yat (1) dan ayat til Vargdapat diusulkan unluk diberi 

- 
kewenangarr menanganipasien di RSUD sesuai le-lSan kompetensi-ctan persyanatan

lain yang ditentukan oleh Komite Medik.

(4) Staf Medik yang. telah mamperoleh kerrvenangan
sebagaimana dimaksud pada lyat (3) sefuju uiiuk
melaksanakan tindakan medik dalam Odtis_batai standarprofesi.

(5) Kewenangar gebgO.aiq-ana rjimaksud pa,Ja ayat (A) akandinilai kembali oleh Komite Medik mlhtui SuU'Komite
Kredensial dengan satu tata cara yang . ditetapkan oleh
MSBL ini.

(1) DoKer yang dapat melakukan tindakan medis di RSUD
terdiri dari :

a. Staf Mdik RSUO yang telah dinyatakan memenuhi
syarat kredensial oleh Komite Medik; dan

b. Doker konsultan yang diundang (invited mdicat
ansuftanQ.

(2) Dokter konsultan yang diundang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat melakukan tindakan medik di
rumah sakil setelah memenuhi syarat tertenlu yang
ditentukan oleh Komite Medik"
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Paragraf 3
Tata Cara Kredensial

Pasal 124

(5) Notulen rapat ditandatangani oleh Ketua Komite Medik dan
Sekretaris Komite Medik pada rapat berikutnya, dan notulen
tersebut diberlakukan sebagai dokumen yang sah.

(6) Sekretaris memberikan salinan notulen dan daffar hadir
kepada Kepala, paling lambat satu minggu setelah
(itandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kornite Medik.

Bagian Kedua
Staf Medik

(1) Tata cara kledensial diatur dalam dokumen tersendiri.

(2) Bagi staf medik baru evaluasi dilakukan datam 3 (tiga) bulan
dan bagi dokter lainnya dilakukan re-lreOensiil-S6tiap a
(t(7a) tahun.

(3) Evaluasi terhadap staf medis sebagaimana dimaksud pada
ayat- (21 dilakukan oleh Sub Kom.ite F.redensial beriamaJi;::::-ii:1r:..:
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(4) Pada akhir masa evaluasi calon staf medik sebagaimana
dimaksud pada ayal (4) maka Ketua Sub Komite Kredensial
memberikan laporan perilaku medis profesional yang

bersangkutan kepada Komite Medik.

Pasal 125

Setiap dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal '122 ayal (1)

harus:

a. mempunyai Surat lzin Praktek dan Surat Tanda Registrasi
yang masih bertaku;

b. ldos uji integritas, dan perilaku oleh Komite Medik;

c. rnemitiki surat penugasan sebagai dokter dan syarat lain yang

berkaitan Cengan peraturan kepegawaian yang berlaku pada

Pemerintah Kota;

d. bersedia menandatangani surat peqanjian pemberian
pelayanan profesional di RSUD:

e. menunjukan kemampuannya untuk memberikan pelay-anan

medik yang berkualitas pada pasien;

f. menunjukan kemauan untuk mematuhi Hospitat By Laws
rumah sakit dan MSBL, keb$akan prosedur, dan berbagai
ketentuan rumah sakit sesuai dengan jenis kategodnya;

g. rnematuhi prinsip umum etika kedokteran;

h- bebas dari keadaan yang dapat mendiskualifikasi
kemampuannya dalam memberikan pelayanannya akibat
adanya kendala fisik, mental, maupun perilaku yang dapat
berpengaruh pada keterampilan, sikap, atau kemampuan
pegambilan keputusan;

i. menunjukan kemampuan untuk bekeriasama dengan
kolegenl'a kepei'e*iiten, :!,af -'i +!?ng nt:di!:, d:?n ,.'eige

'r ^1:' t' '1" ' :
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Pasal 126

(1) Setiap permohonan untuk menjadi staf medik rumah sakit
akan dievaluasi, dan dapat dikabulkan atau ciitolak, sejalan
dengan kebutuhan rumah sakit dan kemampuan rumah
sakit.

(2) Faklor yang digunakan untuk mempertimbangkan kebuhrhan
rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan master plan Rumah Sakit yang

. penyusunannya melibatkan,komite medik.

(3) Direktur akan menerbitkan perjanjian perikatan antara rumah
sakit dengan staf medis setelah dipenuhi ketentiran sesuai
dengan kebutuhan rumah sakit,

(4) Direktur menerbitkan Keputusan pengangkatan dan
penempatan staf medik yaog telah diterima bak sebagai
dokter tetap ataupun dokter tftlak tetap.

Paragraf6
Keurenangan Melakukan Tindakan Medik

(1)

Pasal 127

Setelah mendapatkan kewenangan klinis (dinical ixivilegel
dari Direktur yang ditetapkan dengan suatu surat
keputusan, staf medis hanya dapat melakukan tindakan
medik sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya
s+cara klursus kec.r.rali clalam keada*r darurat di rumah

Paragraf 5
Kebutuhan Staf Medis Rumah Sakit



(2) Kewenangan klinis sebagaimana lercantum pada ayat (1)
terdiri dari :

a. penugasan klinis biasa sebagai staf medik di rumah
sakit; dan

b. penugasan klinis sementara sebagai dokter tamu (dokter
tidak tetap), termasuk konsultan tamu.

(3) Ker,rrenangan klinis sebagaimana tercantum dalam ayat (1)
hanya diberikan pada dokter yang telah terikat perjanjian
dengan rumah sakit yang ditetapkan setetah memenuhi
pesyaratan sebagaimana ditetapkan dalam MSBL ini,
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Komite
Medik dengan menunjuk pada organisasi profesinya.

(4) Penilaian persyaratan dan jenis tindakan medik untuk
setiap staf medik sebagiaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Komite Medik melalui Sub Komite
Kredensial.

(5) Hasil penilaian oleh Sub Komite Kredensial sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disei-ahkan kepada birektur,
melalui Komite Medik, untuk memperoleh pengesahannya.

(6) Komite Medik menyerahkan hasil pengesahan ppnihian
kredensial kepada Direktur.

91

ParagntT
Pemberian Kewenangan Staf Medik

Pasal 128

Penggunaan kewenangan klinis dalam sebuah SMF akan
tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku
di SMF masing-masing.

Paragraf 8
Berakhimya Kewenangan Melakukan Tindakan Medik

Pasal 129

(f) 
fenpnygan untukmelakukan tindakan medik seorang staf
medis di rumah sakit berakhir tila.hubungan hukum a-ntarastaf medis dengan rumah sakit tetaf, Ueraknir atauka,nenangan klinis Gtinical_ pnvibge) dokter !..S
9ersangl<utan dicabut oleh Drektur OeiOasa*an ujUai
Komite Medik.

(2) Dalam hal ..hubungan hukum antara staf medis dengan
rumah sakit berakhir maka Direktur memberikan sirat
pemberitahuan tentang hal itu kepada yang bersangkutan
dengan tembusan kepada Komite Medik.

(3) Dalam hat sggr?ng Staf Medis dikenai sanksi disiptin maka
:9t9Fh melalui rapat khnsus Komite Medk, Ketua Komite
Medik rnemberikan surat pemberitahuan tintang hal itukepada Direktur dengan tembusan ke@a yang
bersangkutan.
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Paragraf 9
Penjagaan Mutu Pelayanan Medis

Pasal 130

k n r,:rjage irutu pelayaran rr..edis dilakukan
S !r!::r: :,.1i,:i:1 -=. 1i-,.ti:iirt I .Jei,-.:(;i r!.

(2)

(1) Penentuan kewenangan untuk
medik ,iidasark ar pada pendidi<a,:
j*;;';;i!1,.,:!;: - :r-::!-:-':: . :i :

melakukan tindakan
pelatihan I'endidikan

.:: :: jt
!.,nti-!

audit
! at], I

/1'\
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: Topik, jangka waktu, dan tata cara audit medis ditetapkan
oleh Sub Komite Peningkatan Mutu Layanan.

Sub Komite Peningkatan Mutu Layanan melaporkan hasil
audit rnedis dan analisisnya secara berkala kepada Komite

' UeOis untuk ditindaklanfuti.

Komite Medis wajib melakukan tindakan korektif yang
dianggap perlu untuk menindak lanjuti hasil audit medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Setiap arqgota staf rnedik wajib menjalani pendidikan
kedoktefran berkelanjutan |arrg substansi dan tata caranya
diatur oleh Sub Komite Peningkatan Mutu Layanan.

Sub Komite Peningkatan Mutu Layanan memberikan
taporan kepada komite Medik mengenai efektifitas,
kanrajaran pelayanan medik yang diberikan oleh seluruh
staf medik yang bekerja dirumah sakit.

Dasar rindakan .::ffft;rtib prores. Medik

Pasal 131

(1) Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar
dugaarr pelanggaran disiplin medik dan etika profesi oleh
seoia'C stef .rreCik adalah hal-ha! i'zng rnenl';rr'gkut:

c. dugaan pelanggaran MSBL dan tata tertib profesimedik;
d- penggunaan obat dan alat kedokteran yang tidak sesuai

dengan standar profesi yang ditetapkan komite medk;
e. ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan staf

medik rumah sakit yang dapat menirnbulkan inLfisiensi
qperasional rumah sakit;

f- hal-hal lain yang oreh Komite Medik sepatutnya
dianggap menyangkut disiplin medik; dan

g. tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran disiplin di tridang kepegawaian.

(2) &!rp staf medik, dan staf rumah sakit yang terkait dengan
pelayanan medik wajib memberitahukan aclanya dugian
pelanggaran sebagaimana dimaksud p?da ayailtl f$eOa
Ketua Komite Medik secara terturis dalarn' .suaiu formulir
yang disediakan untuk itu dengan tetacara sebagaiberikut:
a- staf medik rnenyampaikan formulir pemberitahuan

tergebut kepada Ketua Komite Medk rnerarui
Koordinator Staf Medik Fungsional yang terkait; dan

b. staf rumah sakit menyampaikan formulir pemberitahuan
tersebut kepada atasan yang bersangkutan unfuk

. selanjutnya disampaikan kepada KetuJ lGmite Medik
melalui Direktur.

(3) Ketua Komite Medik wajib meneriti menirdaklanjuti dan
memberikan kesimpulan serta putusan setiap lapoian yang
disampaikan oleh staf medik dan staf rumah-sakit i"rgterkait dengan pelayanan medik sebagaimana dimai<suo
pada ayat (2).

(4) Ketua Komite Medik dapat menugaskan Sub Komite terkait
dibavrah Komite uledik untuk meneliti menindaklaniuti
g,rilia': l:,1tc tfl I ;i-r:ao=i,re rt 7;r^:!s.;d i),t i.3 ir,,at il=)
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(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

Bagian Ketiga

Tindakan Dislplin Medik dan Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran

dan Tata Tertib Profesi Medik
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(5) Ketua Komite Medik memberikan kesimpulan dan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil
penelitian dan rekomendasi Sub Komite terkait yang dapat
berbentuk:

a. saran kepada staf medik terkait dan menajamen rumah
sakit; dan

b. putusan untuk melakukan penelitian lanjutan guna
rnenentukan adanya pelanggaran disiplin medik, tata
tertib dan etik.

(6) Semua putusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5)
didokumentasikan secara lengkap oleh staf sekretariat
Komite Medik dan diperlakukan se&ra konfidensiat.

Pengungkapan dokumen sehagaimana dimaksud pada
ayat (5) kepada pihak rnanapun hanya dapat ditentukan
oleh Direktur setelah menrperoleh persetujuan dari Ketua
Komite Medik.

Tata tertib staf medik diatur dalam dokumen tersendiri.
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(3) Ketua sub Komite Etika profesi menyampaikan hasilpenelitian dan rekomendasi kepada keiua Komite Mediiuntuk ditetapkan sebagai putusan Komite Medik yang
memuat:

a. ringkasan kasus atau kejadian;
b- kesimpulan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran;

dan
c. rekomendasi tindakan korektif.

(4) Ketua. Komite..'Medik wqjib memberikan rekonrendasi
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Oengm
rnernperhatikan masukan dari sub Komite tain oalam rl,rattu
paling lama I (lri{,1 hari kerja seterah diterimanya putusan
S:rb Komite Etika profesi. :--

(5) Rekonrendasi putusan Komite Medik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur
dengan tembusan kepada yang bersangkutan dalam waktu
paling iama 3 (tiga) hari kerja setJtah oitetaprcannva
putusan tesebut untuk segera ditindaklanjuti oleh oiiettur.-

Paragraf 3
Tim Ad-Hoc Penelitian Dugaan pelanggaran

Disiplin dan Tata Tertib profesi Medik

(7)

(8)

Paragral2
Penelitian Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Profesi

Medik

Pasal 132

Penelitian dugaan pelanggaran disiplin profesi medik, etika
medik, clan tata tertib dimulai berdasarkan putusan Ketua
Komite Medik untuk melakukan peneiltian lanjutan dan
dilaksa:tallar oleh Sub t{omi!: 'e.rkait.

Dalam hal ketua komite medik :menyampaikan puhsan
untuk melakukan penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 132 ayal (5) maka ketua -Sub 

Komite Etika
Profesi bersama anggotanya menetiti ada tidaknya
te:;:rr:t:il;r. fis-.ipi3:;- :r:exlik t=t.: iSrtib dert eti!=.

Pasal 133
(1) (1)

l:. , il



(2) Setelah dilakukan penelitian pendahuluan sesuai dengan
tata cera yang telah ditetapkan, Sub Komite Etika Profesi
menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketua Sub Komite Etika Profesi dan anggotanya, melakukan
pengkajian dan penelitian atas kasus yang diterimanya dan
melaksanakan persidangan sesuai dengan tata cara yang
telah ditetapkan dalam MSAL ini.
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.Sub Komite wajib melaksanakan rapat-rapat persidangan
unfuk menyimpulkan memutu.skan suatu kasus yang
diserahkan padanya dalam suatu surat kesimpulan yang
ditanda tangani oleh ketua Sub Komite melalui suatu
putuTn Yang memuat:

a. dngkasan kasus atau keiadian;

b. kesimpr.rlan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran;
dan

c. rekomendasi tindakan korektif.

Ketua Sub Komite menyerahkan hasil rapat kepada Ketua
Komlte Medik untuk disampaikan kepada Direktur sebagai
trs;L lil: r
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P aragraf 4
Tata Cara Persidangan Sub Komite Etika Profesi

dan Tata Tertib Profesi Medik

Pasal 134

(1) Ketua Sub Komite Etika Profesi membuka persidangan dan
menyatakan sidang tersebut sah setelah kuorum tercapai
dan setiap yang hadir menandatangani dafrar hadir.

(2') Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai bala
rapat dihadiri oleh paling sedikit selengah ditrambah satu dari
jumlah Panitia Kerja.

(3) Sub Komite melaksanakan persidangan dengan melakukan
pemeriksaan atas kasus tersebut, meminta keterangan_dari
berbagai pihak yang dianggap perlu.

(4) Persidangan dilakukan secara tertutup.

(5) Perekaman semua informasi dalam persidangan hanya
dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk oleh kornite klinik.

(6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
seorang staf medik.

(7) Pada setiap akhir persidangan tenaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) membacakan hasil rekaman sidang
kepada seluruh anggota yang hadir untuk selanjutya
dibuatkan risalah rapatnya.

(8) Semua informasi, catatan, dokumen datam bentuk apapun
dipedakukan secara konfdensial, dan tatacara pemusnahan
dokumen tersebut akan ditentukan oleh Komite Medik dari
,rralzlt t lrc real4r r

(4) Dahm rangka rnelakukan fengkajian Ketua Sub Kornite
benvenang meminta inforrnasi kepada- yang teradu dan
semua prihak di rumah sakit, termasuk meneliti rekarn medik,
bila diperlukan meminta bantuan pihak lain di luar.rumah'
sakit dengan persetujuan Komite Medik dan Direktur-

(3)

(s)

(6)
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(e)
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Pengungkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) kepada pihak manapun hanya dapat ditentukan
oleh Kepala RSUD setelah memperoleh persetujuan Ketua
Komite Medik.
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(2) Perubahan terhadap struktur, nama, jurnlah dan fungsi
satuan organisasi fungsionar di lingkungan RSUD ditetapkin
Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

(1) 9"Ty, peraturan rumah sakit yang ditetapkan sbbelum
berlakunya MSBL ini dinyatakan tetlp berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan MSBI ini.

Bagiarr Keempat
Pemaparan MSBL

Pasal 135

pemaparan M-SBL dapat dilakukan oleh Komite Medik atas izin
Direktun

Paragraf 2

Perubahan Peraturan Intemal Staf Medik (Medical Staf By Lavr) /-nissl-

Pasal 136

Bila dianggap perlu, K.omite Medik befiak merubah MSBL ini
dengan persetujuan Direktur RSUD melalui rapat khusus yang
diselenggarakan untuk itu.

(1)

BAB IV
KETENTUAN TAIN]AIN

Pasat 137

Peninjauan Peraturan lnternal Rumah SakiUPeraturan pola
Tata Kelola ini dilakukan apabila terdapat struktur, nama,:
jumlah, dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang
tidak tercantum di dalam peraturan ini ditetapkan dengan
Keputusan Direktur dan atau Peraturan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan-keputusan Direktur dan pimpinan lainnya yang
ada pada saat peraturan pola tata kelola ini disahkan, masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalJm peraturan
pola tata kelola ini.

(2)
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Peraturan Walikota ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agai setiap orang mengetahuinya, nremerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Desember 2009

WALIKOTA CIREBON;

Ttd,

SUBARDI

Cirebon
pada 2049

KOTA CIREBON,

DI
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I
I

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2OO9 NOMOR 46

a


